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BLE 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belazkang Masalsh

Kenyataan menunjukkan bahwe tidak selamanya bhubu=~
ngan kerja yang timbul antara para pihak dalam proses
produksi terselenggara sesuai dengan yang diinginksan.
Kadang-kadang dalam pelsksanaan perjanjian xerja selalu
diwarnai oleh perselisihan-perselisihan, baik yang tim-
bul dari pihak pekerja maupun yang timbul dari pihak
pemberi kerja (penguszha). Perselisihan yang timbul ini
adalah bukan merupakan suatu yang baru, akan tetapl sejak
dahulu kala hal seperti ini sering muncul ke permukaan,

Ketidaksesualan pzham antara pekerja dengan pengu-
saha dapatlah dimsklumi oleh karena kedua bela pihak
tersebut masing-masing mempunyal kepentingan yang saling
berbeda, Di pihak pekerja selalu berupays menuntut upah
vang setinggi-tingginya, sedangkan di plhak pengusaha
celalu menginginkan zgar upah dapat ditekan dengan volume
pekerjaan yanug tinggi: Jadi dapatlah dikatakan bahwasanya
timbulnya perselisihan perburuhan dalam hubungan kerja
antara pengusaha dan pekerja adalah merupakan suatu
kejadian yang wajar. Selain penyebabnya sebagaimana ter-
sebut di atas juga pada tempat kerja {(perusszhaan) sebagai
tipe pekerja yang bekerja sebagal berhadapan dengan kebi-

jzksznaan pengusaha vang mungkin oleh sebagian pihak =zkar

i




dirasakan sebagsli tindakan yang dapat memuaskan dan oleh
pihak lainnya akan dirasakannya sebagal sesuatu yang
kurang atau tidak memuaskan.

Peraturan kerja yang dibuat oleh pengusazha yang te-
lah disepakati oleh pihak pekerja, suatu waktu karena
adanya perubahan kebijaksanaan pengusaha untuk meningkat-
kan usaha di perusahaan atau karena perkembangan keadaan
yang menuntut diadakannya perubahan menyanghkut syarat
kerja dan lain sebagainya, perubahan tersebut diraszkan
oleh sebahagian buruh kurang memuaskan bahkan  merugikan
serta menyimpang dari ketentuan-ketentuan semula,sehingga
konsekuensinya peraturan kerja baru tersebut yang telah
mengalami perubahan ditentang oleh para buruh/ pekerjan&a
sehingga timbullah perselisihan,

Sehubungan dengan pernyataan di atas, oleh Hartono
widodo,SH dan Judiantoro,SH¥ (1989 : 23) mengemukakan :

"Meski bagaimana baiknya suatu hubungan kerja yang

telah diperjanjikan dan disepakati bersama oleh
pekerja/buruh dan pengusaha/majiken, tetapl masalah
perselisihan antara keduanyz akan eelalu ada dan

bahkan sulit untuk dihindari®.

Sekalipun perselisihan antara para pihak dalam pror
ses produksi merupakan sesuatu yang wajar atau sering
terjadi maka pemerintah selalu berupaya meningkatkan pem-
binaan hubungan ketenagakerjaan yang diarahkan kepada
terciptanya keserasian hubungan antara pekerja dar pengu-

saha, dimana masing-masing pihax harus saling menghormati




gan saling mengerii terhadap peran serts hak dun kewaji-
ban masing-masing dalam keseluruhan proses produksi serta
peningkatan partisipasi mereka dalam pembangunan,.

Pada dasarnys perselisihan yang timbul dalam bidang
ketenagakerjaan pada setlap perusahzan swasta ada 2 {(dua)
jenis :

a., Perselisihan hak (conflic of right)

b. Perselisihan kepentingan (conflic ¢f interest)

Menurut.Sendjun H.Manulang,SH (1988 : 97) memberikan
definisi tentang perselisihan Kkepentingan adalah
sebagal berikut : |

"Perselisihan kepentingan adalah peréelisihan yang

timbul karena adanya usaha-usana dalam mengadakan
perubahan mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan
ketenagakerjaan".

Sedangkan Iman Soepomo (1987 : 175) memberikan defe-
nisi/pengertian perselisihan hak sebagal berikut :

"Perselisihan hak adalah perselisihan yang ~ timbul

karena salah satu pihak pada perjanjiesn kerja atau
perjanjian perburuhan tidak memenuhl isi perjanjian
tersebut ataupun menyzlzhi ketentuan hukum".

Setiap perselisihan yang timbul pada perusahaan an-
tara pihak pekerja dengan pengusaha haruslah diselesalkan
dengan sebaik-baiknya, untuk itulah pemerintah bersama-
samz denga DPR telah menetapkan UU No.22/1957 tentang
penyelesaian perselisihan perburuhan;

Salah satu badan yang diberikan wewenang untuk me-

nyelesaikan perselisihan di bidzng ketenagakerjaan adalah
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Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) baik
baik P4 Daerah (P4D) maupun P4 Pusat (P4P). Namun perma-
salzhan yang muncul adalah sejauh mana UU No.22/1957 ter-
sebut telah diterapkan, serta sejauh mana pula wewenang
P4 dalam hzl memeriksa serta memutus perkara perselisihan
perburuhan di negara kita. Hal inilah yang menjadi alasan
penulis untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul:
"TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN KEDUDUKAK HUKUM PU=~
TUCLH PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan P4D Dalam Penyele-

saian Kasus Perburuhan di Kotamadya Ujung Pandang).

l.2. Rumusan Masalah
Untuk menghindari zgar permasalahan dalam skripsi
ini tidak terlalu meluas, maka penulis merumuskan massz-
lahnyz sebagai berikut
1. Sejauhmana kedudukan hukum putusan Panitia Penyele-
szian Perselisihan Perburuhan (P4) dalam penyeleszaian
kasus perburuhah.
2. Apakah ptusan P4 dapat memberikan perlindungan hukum
terhadap tuntutan pihak pekerja sehingga merupakan

wadah penyelesalan kasus perburuhan yang diharapkan.

1.3. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

metcde pencumpulan data melalui




19099 kasus van~ belum terselesrcilian aos € kasus se
danzkkan pz2cz vaiwuan 1951
Dari tabel ini menunjukkan bzhwa putusan P4 .embe-
rikan perlindungen hukum ternadap pihak pekerja.

-

3. vengan berdasarizr hasil wawancara'penulis terizadap pa
ra pekerja yan; asntang menyelesaikan perselisiiannya di
kantor P4D masa penulis menemukan asil penyelesaian da
ri P4D menyelesaziicn pirselisihan dengan mempertimbang-
kan hukum perjanjicn yzn_, adz,kebiasazn, keadilan serta

tidak memihak tornasap salzh satu pihak.(Eal ini dapat-

terlihat pads 2zl:1€ ).

eyl Irer e 5 - ~  lrm oiye
L D = Si8a abka 2 SUL.,



1, Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu

pengumpulan data melalui buku-buku atau literatur yang
relevan dengan bahasan skripsi serta informasi lain
yang relevan dengan objek kajian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpu-
lan data secara langsung diperoleh dengan menggunakan
teknik :

wawancara terhadap para pekerja yang secara in-
sidentil ditemukan pada saat penyelesaian kasus
perburuhan di kantor P4D, serta mengadzkan ta-
nya Jjawab terhadap beberapa pegawai pada
kantor P4D,

Untuk menganalisa datz yang diperoleh melalui
metode pengumpulan data, digunakan metode Yuridis Sosio=-
logis yang dimaksudkan untuk mengkaji/menelaah implemen-
tasi ketentuan perundang-undangan (yang konkrit dengan

masalah ini) dalam praktek hidup bermasyarakat.

l.4., Sistematika Pembzheszn

Skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab
dan sub-sub bab sehingga ;ampak jelas dan tersusun secara
gistematis sebagai berikut :

BAB I. Merupakan pendahuluan yang terdiri dari-: Latar
Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Metode
Penelitizn, sertaz Sitematika Pembahasan.

BAR TT, Yenielesgk=n wenren=i Landzssn Hukym dzn Prose-




BAB 1I1I,

BAB

IV,

O

dur Penyelesalazn Perselisihan Ferburuhan yanug
terdiri atas sub-sub béb sebagal berikut :
Menurut UU No,22 tahun 1957 dan UU No,l12 tahun
1964, Tata Cata Penyelesalan Perselisihan Per-
buruhan, Penyelesaian Kasus Perburuhan menurut
Hubungan Industrial Pancasila serta sebab Tim-
bulnya Perselisihan Perburuhan,

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang
Kedudukan Hukum Putusan Panitia Penyelesaian

Perselisihan Ferburuhan, yang terdiri dari sub-

sub bab sebagzi berikut : Jenis Putusan P4,

Jenjang Tingkat Putusan P4, Fiat Eksekusi Atas
Putusan P4, Tentang Hak Veto Mentri Tenaga
Kerja terhadap Putusan P4 serta Kedudukan Py
Menurut UU No.,5 tahun 1986.

Merupakan bzt terakhir, padz bab ini penulis

akan menarik kesimpulan dan memberikan saran

dari keseluruhan meateri skripsi.




BB I1
LANDASAN HUKUM DAN PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHEN PERBURUHAN

2.1. Menurut UU No, 22/1957 Dan UU No, 12/1956L.

Kenyataan menunjukkan para pihak yang terkait dalam
proses produksi yakni pihak pekerja dengan pihak pengu-

saha atau majikan telah terikat dalam hubungan kerja maka

perselisihan perburuhan senantiasa mewarnai hubungan
merekz, Pada dasarnya para pihak tidak - menginginkan
bahkan sama sekali tidak membayangkan sebelumnya bahwza

kelak dikemudian hari mereka akan mengalami perselisihan,
oleh karena hubungan kerja yang terjadi yang telah dite-
tapkan dalam perjanjian kerja merupakan hasil perundingan
dari kedua belah pihask yang mana isi perjenjian - telah
disepakati bersamz sertz mend®kati apa yang mereka ingin-
kan bersama, akan tetapi perselisihan tidak dapat dielak-
kan sebagai akibat terjadinya benturan-benturan kepenti-
ngan diantara mereka.

Memang disadari bahwa benturan pihak pekerja/ buruh
dengan pengusaha/mzajikan mempunyai orientasi kepentingan
yang berbeda, Pihak pekerja selalu menginginkan agar
bekerja dengan tenaga kerja yang digunakan seminimal-
minimzlnya dengan upah yang diharapkan lebih besar, se-

dangkan pihak pengusaha/majikanselalu menginginkan agar

burvh vanr dipekerizkannya bekerja tanpz mengenal batas




waktu- dengan upah yang sedikit demi peningkatan produk-
tifitas agar tujuan yang ingi dicapai yaitu memperoleh
keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat menjadi kenya-
taan.

Agar perselisihan yang terjadi antara para .. - pihak
yang terkait dalam proses produksi barang dan jasa tidak
berlarut-larut dan tidak menimbulkan akibat yzng merugi-
kan kedua belah pihak, maka diperlukan ketentuan yang
mengatur berkenaan penyelesaian perselisihan perburuhan.

Salah satu Undang-undang yang mengatur penyelesaian
perselisihan perburuhan yakni Undang-undang No, 22/1957.
Sebelum penulis membahas/mengkaji lebih jauh tentang
keberadaan Undang-undang No,22/1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan terlebih dahulu dikemikaken: " me-
nyangkut batasan daripada perselisihan perburuhan,

Menurut pasal 1 ayat 1lc Undang-undang Nomor 22/1957
memberikan«.pengertian/batasan perselisihan perburuhan
sebagai berikut :

"Perselisihan Perburuhan adalah pertentangan antara
majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat bu-
ruh berhubung dengan tidak adanyz persesuaian paham
mengenal hubungan kerja, syarat-syarat kerja, dan/
atau keadaan perburuhan",

Menunjuk pada batasan perselisihan perburuhan sebagai
reaksi di atas jelas bahwa perselisihan perburuhan yang

diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1957 adalsh per-

selisihan tersebut bersifat kolektif artinyz pihak-pihak




Yang berselisih adalah cerikat turuh atau gabungan seri-
kat buruh dengan majikan atau perkumpulan majikan, Jadi
kalau yang berselisih itu ialah buruh/pekerja secars pri-
badi dalam arti tidak termasuk dalam serikat pekerja/
buruh, maka perselisihan tersebut tidak dapat diselesai-
kan dengan Undang-undang No, 22 tahun 1957.

Menurut Sendjun H.Manulang,SH (1984,1990) bahwa :

"Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa undang-undang ini hanya meliputi atau mempro-
ses penyelesaian perselisihan antzara pengusaha
dengan serikat pekerja, sedangkan perselisihan an-
tara pengusaha dengan pekerja perseorangan atau
sekelompok pekerja ysng tidak/belum tergabung dzlam
gg;&?at pekerja tidak diliputi oleh  undang-undang

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Sendjun H., Manulang

di atas jalas bahwa yang menjadi pihak-pihak berselisih

adalah :

- Pengusaha atau kumpulan penguszha yang berbadan hukum

- Serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang

terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja.

Jadi dipihak pengusahz tidzk disyaratkan bahwa
harus bergabung dalam kumpulan pengusaha, sedangkan di-
pihak pekerja disyaratkan haruslzh menjadi salzh satu pi-
hak dalam serikat pekerja. Apabila kedua belah pihak
berselisih dalam keadaan demikian maka penyelesalannya
haruslah diselesaikan berdasarkan UU No. 22/1957.

Selanjutnya dalam UU No, 22/1957 sekalipun tidak

mengatur secarz tecss tentans jenis-jenis perselisihan
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~sihan perburuharn

[y

perburuhnn ckan tetzpl sebenarnys per

f

yang diatur dalam Undang-undang Nomor &2 tahun 1957 ter-
diri atas 2 (dua) Jjenis perselisihan yakni  perselisihan
hak dan perselisihan kepentingan.

Adapun dalam kita membedakan antzra perselisihar
mengenal masalah hak dan perselisihan mengenai  kepenti-
ngan calar pengertian -perselisihan perburuhan Yang
bersifat kolektif dapatlah dijelaskean sebagai berikut :
Dengan perselisihan hak dimaksudkan, perselisihan vang
timbuli karens salah satu pihak pade perjanjian kerja atzu
perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu
persatuan kerja perusahaan ataupun menyalahi ketentuan

hukum, tidak adanya persesualan mengenal hubungan kerja,

adalah tidak lain daripazda perselisihan hak sedangkan
tidak adanya persesualan paham mengenai syarat-syarst
kerja aan/atau keadaan perburuhan iazlah perselisihan
kepentingsan.

Lpebila kita perhatikan dergan secksams nerkenaan

pengertian daripada Jenis-jenis perselisihan perburuharn
sebagainana tersebut di ztas, ternyata bahwa tidaklah
nampal suatu perbedaan mendasar di antares Keduanye
(perselisihan hak dan kepentingan).

Bagl penulis sendiri agsk mengalami KkKesulitan membedakan
antara pengertian hsk dzn pengertian kepcentingan, oleh

karena .agcing-maging hax Itiu adalah dapat vera:




11

kKepentingan, akan tetapl berticars wepeniingar telur
tentu berarti hak., Sebagai contoh : seorang yang melang-

gar hak orang lain dapat dianggap melanggar kepentingan

orang tersebut, tetapi bagi orang yang berkepentingarn
atas sesuatu belurm tentu berarti berhak atas seguatu
tersebut,

Perutusan Hubungar Kerja di peruschicn swasta,

Sebagaiman penulis telah uraikzn sebelumnya bahwz
bzhwa bentuk perselisihan yang dzpat diselesaikan Undang
undang No., 22 tahun 1957 adalah persclisihan kolektif,
vakni perselisihan yang timbul diurizra para pihak Y&Ng
terkait dalam proses produksi baru:s dan Jasa dimansa

pihak pekerja disyaratkan menjecl culah satu plhak  cdalean

serikat pekerja. Namun daiam Undang-undang iic.ld - tahun
1064 hanya menyelesalkan perselicincu perburuhan peErsc=-

orangan yzkni PEK yang dilakukan oleh pengusaha/majikan,

Jadi sebelum terjedinyz PHK yanp dilakukan coleh pengusaha

/majikan terhadazp pekerjanya/burunyz terliebih dahulu

diantara para pihak timbul perselisihan baik perseliciharn
hak maupun perselisihan kepentingan,

tzhun 19648 ini

[

Keberadaan Undang-undang Lomor 1

sebenarnya menguntungkan bagi pihuzs burub perceorangan




iz
cleh nrrene Undang-undang lLomor 22 tznun 1957 tidek ber-
laku bapil buruh perorangan kecuali perselisihan kolektif,
Dengan berlaskunya Undang-undang Nomor 12 tahun 1964,buruh
secar« percrangan atau keiompor burub yang bukan anggotsz
serikat pekerja dapst menjadi pihak lewat P4D dalam
penyelesaian perselisiharn perburuhan khusus mengenai PHK

Gl perusashzazn swasta.

Zels Totz Cara FPenveleszisn Perselisihan Perburthan.

Fzdz uraian terdshulu telabh secars jelas dikemukakan
bahws landasan hukum daripada penyelesaian perselisihan
perburuhan di negara kita adalah Undang-undang Komor 2z
tzhun 1957 serta undang-undang Nomor 12 tahun 1964. Kedua
UU ini mengadakan perlindungan yang berbeda terhadap pe-
kerja. Disatu pihak UU NKo. 22/1957 hanyz menyelesziakan

perselisihan yang berbentuk kolektif sedangkszr UU No, 12/

1966 mengatur peryeleszian perselisihan yang berbentuk
persecorangan, Juga tels cars penvelesaizn yang terjadi
diantara pihak pengusaha/majikan dengan pihak buruh/

peserjea adalah terlainan,

Tata Cars Penyelessizn Ferselicihan Perburuhsn Menurut

Undang-Undang No, 22 tahun 19t7

Dalar pasal & Undang-undang Nomor 22/1957  sayat.lX

berbunyi :

"Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak
melskukan tindakan terhzdup pinek lainnya, meke
TooZud mengodoann tindalion 4w horug diberitzhunan

dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada ketua
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zinlem surat tersebut hurus diterangkan pula bahwa
benar-benar telzh diadekan perundingan yang menda-
lam mengenai pokok-pokox perselisihan antara buruh
dan majikan yang diketzhui atau diperantarai oleh
pegawal atau bahwa benzr-benar permintaan untuk be-
runding telah ditolak oleh pihak lainnya atau teiah:
dua kalil dalam jangka wsktu dus minggu tidak berha-
sil mengaJak pihak lainnys untuk berunding mengenal
hal-hal yang menjadi perselisihan',

fdapun sebabe-sebab terjadinyz perselisihan perburuhan
sevapgcimane diatur dalar pzsal 6 tersebutdi atas, adalah
gebagalimana diatur dalam pasal 1 bagian d yang berbunyi :

Tindakcon tersebut padn pasal 6 Undang-undang ini
ialzh salah salzh satu dari perbuetzn-perbustan se-
bagal berikut :

1, dari pihak majikan : menolak buruh-burun selu-
ruhnya atau sebagian untuk menjalankan pexerjaan
sebagal akibat perselisihan perburuhan, dilaku-
kan dengan maksud untuk menekan atau membantu
majikan lain menekan supaya buruh menerima hubu-
ngan kerja, syarat-syazrat kerja dan/atau keadaan

perburuhan;
2. dan pihak bturuh secsra kolektif menghentikan
atau memperlambat jzlannya pexerjaan s2bagai

aviibat perselisihan perburuvhan, dilaxukan dengan
maksud untuk menesen ataumembantu golongan buruh

lzin menekan supays tizsjiken menerina hubungan
kerja, syvarat-syarct kerja dan/stau kesdaan per-
burukan',

Sejalan dengan perkembangan saman dan dengan semakin
meningkatnys kebutuhan dan bersembangnya pembargunan di
gsektor ekonomi produkel barang dan jasa maka sebenarnye
keberadaan Undang-undang Nomc, 22 tahun 1957 sudah tidak
serasl lagl dengzan perkembangan dan sudah tidak memenuhi

lagl kepentingan para pilhak., Akan tetapl karena belum ada

tndsng-undang baru sebagai penggantinyaz maka Undang-
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undang Nomor 22 tahun 1957 masih dijadikan ketentuan da-
lam dalam hal penyelesaian perselisihan perburuhan.Adapun
tata cara penyelesaian perselisihan perburuhan di sini

penulis akan menguraikan sebagai berikut :

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Secara Bipartite.

Bipartite adalah suatu lembaga yang berada pada
tingkat perusahaan yang keberadaannya dibentuk secara
bersama-sama antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Lembaga ini merupakan forum konsultasi, komunikasi dan
musyawarz dalam pelaksanzan kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan peningkatan produktifitas kerja - dan
usaha dan lain-lain.

Jadi Penyelesaian perselisihan perburuhan . secara
Biparti ini dimaksudkan bahwa perselisihan yang timbul
tersebut penyelesaiannyz dilakukan secara intern yakni
antara pihak pekerja/buruh atau serikat pekerja dengan
pengusaha di tingkat perusahaan. Jadl pemerintah belum
diliﬁatkan dalam upaya penyelesaian secara bipartite .

Dalam penyelesaian perselisihan ini musyawarah
untuk mencapai mufakat zdalah sangat diutamakan, dimana
para pihak yang berselisih akan merundingkan sesuai
prosedur yang telah ditentukan dalam penyelesaian per-
selisihan (keluh keszah).

Menurut hemat penulis upaya penyelesaian keluh-

hecoh gemnve hipartite ini lebih bajk nlah taren- ne v
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pihak secars bebar rmengemukadal aps  yaho nel ool pokok
perselisihan mereka, sehingga mereks dapat langsung ber-
bicara dan dapzt memperoleh Kepuasan tersendiri secars
murni oleh karena tidak adanya keterlibatan pihak ketiga
serta terlihat penyelesaiannyz lebih mendekati kenendak
dari para piha=z. lamun sayangnya dalam kenyatzan penyeles
saian perselisihan secara Bipartite 1ini sangat jarang

melahirken penyelesalan yang tuntas.

0

Penvelesaiar rerzeiisikan FPerburuhan Secars Tripartite,

L

Tripartite adi.lah lembaga rherja sama yang anggotanysz

terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja dan
organisasl pengusahsa.

Lembaga irni merupaikan forum Konsultasi dan kKomuni-
kasi dengan tugas utamanya menyatukan kKonseps:i, sikap

dan rencanz dalan menghedapl Dberbagni masalzh ketenags

kerjaan, baik rang timbul sast ini maupun yvang aRarn
datang.
Apabilia upnrzr peryelessicr rercelisihan gecary

Bipartite tidak mermenuhi kats sepakat, dengan Kata lair
tidax menghasilikiar mufaxkat meka penyelesaliannya dilanjut-
kan ke tingkat Tripartite,

Penyelesaian perselisilan perburuhan secara Tripar-

tite yazitu perseligsihan yang diselesaikan lewat forur

-

]

yang dihadiri oleh wakil penguschz, wakll pekerjc can

wakil pemerirniab, dslar held Inl Terertermen Ternco Derir,
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Jadi dalam penyelesesian perselisihan perburuhan secarz
Tripartite ini unsur pemerintah sudah campur tangan di
dalamnya baik penyelesaiannya pada tingkst pegawal peran-
tara tingkat P4D maupun di tingkat P4P, semuanya adalah
termasuk dalam pengertian penyelesaian secara Tripartite.

Berbicara tata cara penyelesaian perselisihan perbu-
ruhan tentu saja kita tidak dapat melepaskan diri dari
pembicaraan mengenai keterlibatan sarana-sarana yang
berfungsi sebagai penengah/selaku pihek yang menyelésai-
kan perselisihan tersebut, Saran-saran tersebut nanti
berfungsi setelah para pihak yang berselisih tidak dapat
menyelesaikan sendiri perselisihannyz secara bipar-
tite.

Adapun sarana-sarana yang penulis maksudkan sebagal
pihak yang menyelesaikan perselisihan perburuhan adalah
sebagal berikut :

1., Arbitrase atau Juru Pemisah.

Arbitrase ini dilakukan apabila dalam perundingan oleh

pihak-pihak yang berselisih tidak dapat memenuhi
permufakatan.
Putusan juru pemisah ini agar mempunyal kekuatan

‘gukum atau dengan kata lain mempunyai kekuatan me-
ngikat apabila sebelumnya diselesaikan oleh P4D,
Putusan juru pemiszh ini tidak dimintakan banding

atau pemeriksaan ulang, dan dapat lamgsung diminte
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Fiat Fksekusi ke Pengadilan Negeri setempat setelah

i

disahkan terlebih dzhulu oleh P4P. Namun para  pihak
yang berselisih tidak diharuskan untuk  menyerahkan
persoalan mereka kepada arbitrase/juru pemisah.
hpabila mereka tidak ingin persoalannya diselesaikan
oleh Arbitrase/Juru Pemisah maka mereka dapat saja
secara langsung menyerahkan penyelesalan perselisi-
hannya kepads pegawai yaitu pegawal Deﬁartemen Tenaga
Kerja yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja.
Pegawai Perantara, adalah pegawal negeri sipil dari
Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk' sebagal pegawal
perantara/juru pemisah oleh Mentri Tenaga Kerja berda-
sarkan pasal 1 ayat (e) UU No. 22/1957 yang berbunyi :
"Pegawai,ialah pegawal kementrian perburuhan  yang
ditunjuk oleh mentri perburuhan untuk memberi pe-
rantaraan dalam perselisihan perburuhan'.

Pegawai Perantara bertindak sebagal juru/dewan pemiszh

berdasarkan kesepatan para pihak untuk menunjuknya
menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara
mereka.

Pegawai perantara inli hanya berwenang menyelesaikan
perselisihan perburuhan/perselisihan hubungan indus-
trial secara perantaraan, artinya dalam menyelesaikan
suatu perselisihan pegawal perantara tidak berwenang
mengeluarkan surat keputusan, akan tetapli wewenangnya
terbatas pada memberikan a1 juran tertulis yang si-

fatnya tidak mengikat pinak-pinak yang berseiiblil.
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Apabila anjuran secarz tertulis ditolak cleh salah
satu pihak atau kedua belah pihak maka pegawal perantara
wajib meneruskannya ke P4LD/PLP untuk menyelesaikan
perselisihan para pihak.

Pegawal perantara dalam melaksanakan tugasnya
sebagai juruh pemisah harus bertindak secara objektif
yang dilandasi oleh sikap sosial dan sikap mental yang
jujur, adil tidak memihak, tenggang rasz, sopan santun,
menghargai pendapat orang lain dan meﬁiliki itiked baik
serta wajib menyimpan rahasia yang berkaitan dengan
tugas jabatannya.

Jika pegawal perantara ini berpendapat bahwa perse-
lisihan yang timbul di antara para pihak tidak mampu
diselesaikanuya maka pegawai tersebut menyerahkan perse-
lisihan itu kepada P4D dengan. terlebih dahulu memberi~
tahukannyaz pada pihak yang berselisih.

Segera setelah P4D menerima penyerahan perselisihan
para pihak maka P4D memberikan perantaraannya dengan
jalan memanggil para pihak yang berselisih untuk meng-
hadiri sidang pada hari den tanggal yang telah dite-
tapkan. P4D dalam upaya menyelesalkan perselisihan ter-
sebut diharapkan selalu mempertimbangkan hukum, perjan-
jian yang ada, kebiasaan, keadilan serta kepentingan

negara.

n

Putusan PLD dapat berupe anjuran dan dapat pul
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bersifat mengikat. Putusan pengadilan yang bersifat
mengikat terlebih dahulu dimintakan Fiat Eksekusi ke Pe-
ngadilan Negeri setempat ataukah dimintakan pemeriksaan
ualng ke P4D dalam jangka waktu 14 hari,

Apabila szlah satu pihak tidak puas dengan putusan
P4D maks perselisihan tersebut lewat P4LD diteruskan ke
PLP untuk diadakan pemeriksaan ulang., Putusan P4FP  hanya
bersifat mengikat. Pihak P4LP hanya akan mengabulkan
pemeriksaan ulang sepanjang perselisihan yang timbul
antara penguszha/majikan dan pekerja/buruh tidak  memba-
hayakan kepentingan negara serta kepentingan umum,

Putusan PLP yang bersifat mengikat tersebut dapat
dibatalkan oleh Mentri Tenagz Kerja atau diadakan penun-
daan pelaksanzan keputusan demi memelihara ketertiban
umum serts melindungi kepentingan negara.

Menunjuk pada uraian menyangkut tate cara /prosedur
penyelesaian perselisihan perburuhan mulai dari awal
hinggz terakhir yang tersusun secara sistematis
tergambar bahwa kedudukan P4 baik P4D maupun P4P _..adalah
merupakan lembaga peradilan semu, bukanlah merupakan
badan peradilan khusus yang tugas dan kewenangan berada
dalam bidang yudikatif. Salah satu bukti adalah putusan
P4D dan P4P sekalipun sudah mempunyai kekuatan hukum/
mengikat akan tetapi sebelum dilaksanakan harus dimin-
tekan fiat eksekusi terlebih dahulu ke Fengadilan NegerZ

setempat.
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2.3, Penyeleszian Perselisihan Perburuhen Menurut Hubu-

ngan Industrial Pancasila.

Konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang
lahir pada bulan Desember 1974 sebagai hasil permufa-
katan dari pertemuan akhir yang dihadiri oleh wakil-wakil
/unsur-unsur pemerintah, pekerja, pengusaha serta para
cendekiawan., Mereka sepakat untuk menerapkan /mengamalkan
seluruh sila-sila Pancasila dalam segala aspek kehidupan
terutama dalar hubungan yang terjadi antara para pihak
yang terkait dalam proses produksi.

Lahirnya HIP adaiah suatu upaya untuk menhilangkan
kesenjangan yang terjadi dalam hubungan antara pekérja .
dan pengusaha. Dengan demikian tidak lagi terjadi kontra-
diksi kepentingan di antara pekerja dengan penguszha.

Dalam pedoman pelaksanaan HIP dengan petunjuk
operasional (1985 : 9) dikemukakan perihal pengertian
HIP sebagai berikut :

"HIP adalah *suatu sistem hubungan antars para pelaku
dalam proses produksi barang dan jasz (pekerja, pe-
ngusaha dan pemerintah) yang didasarkan atas nilal
nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan
sila-silz Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian dan
kebudayaan nasional Indonesia'.

Menunjuk padz pengertian HIP di atas sila-sila dari
Pancasila yang melandasi hubungesn industrial ( Industrial

Relation) merupzkan suatu kesatuan yang tidak dapat dipi-

sah-pisahkan antara sila yang setu dengan sils yang
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v

lainnya. Keseluruhan sila dari Pancasila tersebut harus
harus dilaksanskan dan diamalkan secara bulat dan utuh.
Hubungan Industrizl Pancasila pada dasarnya adalah lima
sila dari Pancasila di dalam satu pengertian yang utuh
dan bulat. Jadi Hubungan Industrial Pancasila adalah
hubungan industrial yang secara keseluruhan dijiwai oleh
kelima sila dari Pancasila.

Hubungan Industrial Pancasila bertujuan untuk “iime=
ngembangkan cita-cita kemerdekaan negara Republik Indone-
sia dalam pembangunan nasional untuk mewujdkan masyararzt
adil -dan makmur berdasarkan Pancasila, serta ikut melak-
sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penciptaan
ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta kete-

nangan usaha, meningkatkan kesejatraan buruh serta dera=-

jatnya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagsai
manusia.
Berdasarkan gambaran tersebut di atas, jelaslah

bahwa Hubungen Industrial Pancasila tidak lagi menganut

pandangan bahwa hubungan kerja dengan pengusaha merupakan
2(dua) komponen ztau kelas yang saling konfrontatif serta
kontradiktif. Hubungan Industrial Pancasila (EIP) adalah
khas Indonesia, artinya baik pekerja maupun pengusaha
merupakan 2(dua) komponen yang terpadu dan szling Dbeker-

jasama untuk menghasilkan produktifitas.
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Frinsip saling pengertian, saling menghormazti dan
saling membantu sehingga terjelma hubungan antara pekerja
dan pengusaha sebagai partner dalam produksi, partﬁer
dalam keuntungan serta partner dalam tanggung Jjawab.

Jadi apabila keseluruhan sila-sila Pancasila benar-
benar dilaksanakan dengan baik dalam hubungszan antara
pekerja dan pengusaha di tempat kerja maka perseligihan
perburuhan sebagai akibat adanya 2(dua) kepentingen yang
saling berbeda diantara keduanya tidak skan pernz terja-
di, oleh karena baik pekerjz maupun pengusaha mérupakan
partner atau teman seperjuangan bukan saja dalam proses
produksi akan tetapi juga partner dalam keuntungan dan
dalam tanggung Jjawab.

Namun apabila di perusahaan masih juga timbul perse-
lisihan perburuhan berarti pengamalan atas sila-sila dari
Pancasila belum sepenuhnya dilaksanakan. Kalzupun toh
perselisihan perburuhan tidak dapat lagl dihindarkan maka
penyelesaiannya haruslah sesual dengan konsep hubungan
industrial pancasila, sekalipun hubungan industrial Pan-
casila sudah dilaksanakan namun dalam penyelesaian perse-
lisihan dapat terjadi diantara pihak pekerja dengan
- pengusaha masih tetap mengacu pada Undang-undang Nogor 22
tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1964, hanye
saja dalam penyelesalannya para pihak harus bersikap
sesuai yang dikehendaki oleh Hubungan Industrual Panca-

sila(HIP) yaitu memiliki sikap sosial serta sikap mental




yung vning tildak mengoncclian veiuntan yang dirmiliii
cleh masing-mzsing pihak, sehingga dalam renyelesaian
perselisihan yang timbul itu, asas musvawaralah ur.tuk

mencapal mufakat betul-betul diterapkan serts tidok sa-
ing merugikan antars satu dengan lainnya,

-

Dengan demikian daiam peucman pelaksanaarn HI1:
halamar 12) dijelaskarn bahws ciri-ciri khas HIF adclch:
1, Hubungan Indusiriel Fancacziles mergakuil dan meyvexini
behwa bexerjs tukearn hanyve tertujuan untuk sekedsr mene
cari nafkah saja, ax:un tetrpl sebagai pengabiisr manu-
sia kepada Tuhan dan kepada sesama manusia dan Juga

T ... masyarakat, bangsa dan negara.

2e Hubuhgan Industrial Pancasila (HIP) menganggap peherja
bukan hanya sebagdi faktor produksi belaxa, tetapi se-
bagal manusicz pribadi densorn segala harkst don morta-
batnya. farena itu diperizhkuian pengusans nepaca
pekerja bukan hanys dilikst dari segi kepentingaon pro-
dukel beleks, axan tetzpi harusiah dilika: azlarr
rangka meringhkatkern hern~t dan martebst rmonusia,

5. Hubungan Industrial Pancasila melihat antara pekerja

an pengusahz tukanish mermpunysl kepentingan Yang
bertentangan aksn tetapl merpunyai kepentingan yang
sama yaltu kemajuan perusszhean, karena hanva dengan

Perusahazn yang meju germuz pihak akan dapat meningkat-
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4. Dalam hubungan Industrizl Pancasila setia perbedaan
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pendapat antlara
saikan dengsn musyawzrah untuk mencapal mufakat yang
dilakukan segars kekeluargazan karena itu penggunaan
tindakan yan; bersifst tekanan dan aksi-aksl seperti
mogok, penutupan perusahaan (lock out) dan igin-1lzin
tidak sesual dengan prinsip Hubungan Inducstrial
Pancasila.

Di dalam pandzngan Hubungan Industrial Pancasile ter-

dapat keseimbzngan antara hak dan kewajiban kedua
belah pihal dazlam perusahaan. Keseimbangan itu diccrel
bukan berdasarkan atas perimbangan atas kekuatan

(balance of fower) akan tetapi atas dasar rasa 'keudi-
lan dan kepatutan. Disamping itu juga HIP mempunyal
pandangan banwa hasil yang diperoleh perusahaan ber
sarkan kerja sama antara pekerja dan pengusaha serte
harus dinikmati secara adil dan merates sesual denran
pengorbanan masing-masing pihak.

Jadi dengar dilacksanakannya HIF jelas adanya hubungan
antara pekerja, pengusaha seris perierintah yang serasi
dan harmonis serta memiliki tanggung jawab bersama.

Dari sekian banyak ciri-ciri yang telah diruruskarn

di atas yang merupakan ciri-ciri khusus dari Hubungan

Industrial Pancasila, masih ada beberapa hel yang merupa=

kan penjabarannya,yang merupakan upaya untuk mengembang-
kan hubungan yang serasi dan harmonis antara buruh dan

pengusaha atau pimpinan peruszhaan dalam AuDUngan
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4
Irndustrial Pancesila, caiar diktat Hukum

35 perlu didasari pada ajaran Tridharmea yakni
"], Rumongso Andarbeni, artinya : buruh d=n pengu-
sahz atau pimpinan perusahaan serta  pemerintab
tercipta ssling merasa ikut memiliki, khususnya
secar: moril terikat dan ikut memilikil perusa-

hzzn,

2. Melm Huangrung feti, artinyz lshirnysa tanggung-
jawab bersama untux iktu memelihsra Gan memper-
tzhankan seris memajukan perusahaan sebagal yang
dirasakan sebagnl milik bersanma.

3, Mulet Sarire Hazncrosowani artinya seluruh tidal
terus menerus Luawazs diri sampal sejaub mana  te-
l1ah berbuzt untuk mempertahankan dan memajukan
milik dan kepentingan bersama tadi, prinsip ini
mengandung asas partnership dan tanggung jawab
bersama".

Sebagaimana diketzhuil wa suatu Hubungan Indus-

bah
trial tidak terlepas dar:i pandangan hidup tangsa,demiklian

by

.elnva hubungan industrizl di Indonesia, Pancasile adalah

fzlszfah yang Larus menjiwel hubungan industrial tersebutl

e

Yubungan industrisl vang vperna berlaku dominan di Indone-

giz seperti sistem Utility fLpproach, sister liberal dan
cizter s0sialis morzistis yang ternyata telangsungan

uszha serta tidak murpu pulz serts tidak mampu pula e~
ningkatkan kesejatraan buruh/pekerja.

Suasana hubungan industrial tersebut di atas, timbul
wesan bahwa huburgan hukum antara majikan dan pesferia
teriihat dengan jelas adanya hubungan yang tidak seras’l

Ann harmonis serta tidak wmemiliki tanggung Jawab bersara,
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diterimanyz hubungan industrial Pancasilé yang telak
menggeser hubungan industrial di atas, merupakan suatu
kemajuan yang fundamental dalam bidang industrial di 1In-
donesia yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan
yang terjadi antara buruh disatu pihak dan penguszha di
pihak lain, sehingga perselisihan atau perbedaan pendapat
yang terjadi di antara keduanya dapat diselesaikan dengan
melalui musyawara untuk mencapai mufakat tanpa melibatkan

pihak ketiga.

2.4. Sebzb Timbulnya Perselisihan Perburuhan.

Sekalipun perjanjian kerja yang lahir didasarkan
pada kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak penguszha

dan pihak pekerja namun dalam merealisasikan perjanjian

tersebut terkadang terjadi benturan-benturan. Hal ini
dicebabkan oleh karena pade suatu waktu karena adaﬁyé
perubahan kebijszksanaan oleh pihak pengusaha untux me-
ningkatkan uszhanya di tempat kerja atau karenz perkem-
bargan keadaan yang menuntut disdakannya perubahan me=

nyangkut syarat kerja dan lain sebagainya, maka perubahan
tersebut dinilai oleh buruh merugikan dirinya yang pada
akhirnya timbullah perbedaan pendapat atau perselisihan.
Timbulnya perselisihan antara pihak pekerjz dengan
pihak pengusaha bukanlah tanpa penyebab.oleh karena tidak
mungkin perselisihan itu timbul dengan sendirinye tanpa

adz faktor-faktor vanr melahirkan perselisihan itu.
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Perselisihan perburuhan sering ier -l divebszbian

Lo

di dalam pelaksanaan syarat-syarat kerja yang telah ditu-
angken baik dalam perjanjian kerjz atsupun dalam Kkesepa-
katan kerja bersama belum sepenuhnya dihayati serta di-
laksanakan, oleh karena masing-masing pihak selalu menca-
ri kelemahan mzsing-masing untuk kerentingan dirinys

serdiri sehingga belumlah sesual dengan sistex HZubungan

m

Irdustrial yang didassri dengan semang:=t dzrn jiwe Fanc
sila, Adspun penyebab timbulnys perselicihzan perburuhan

erdasarkan wawancar:z penulis dengan fndarias Faranoan,Si

v

Jabatan Palaksana Kasus Urusan dzlam Kepaniteraan Sula-

wesl Selatan azdalah sevagai berikut :

Kazrena Indisiplirner
- Masalah upah
- Adenyz perubahan yang timbul, karenz adanys jJami-

sizl dari pemerintsah terhoi:

')
b8
[
t
e
¢
Ay
jad
™3
:\1

O

nan s

keluerga, tunjangan kesehatarn bzl

fdnpun perincian kessus voneo tirbul zaz =l zerarzid berikut
Pada lokasi penelitian penulie | termuksan jumlah

senfketa perburuhan ysng terjadi pad: 5{tirz) tanhun ter-

akhir, seperti pada tabel berikut ini




Jumlah Sengketa Perburuhan

! Tahun ! Jumlah Kasus ! Fersen (%) ! Keterangan

' 1989 ! 160 v 4,5 !
; 1990 ! 97 2,42 ! :
' 1991 ! 143 L 3,33 ! :

Sumber data : Kantor P4D Bul-Sel

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sengketsz perburuhan
di Kota Madya Ujung Pandang (KMUP) masih cukup tinggi,
hal ini dapat dilihat pada tahun 1989 jumlah sengketa
perburuhan yang masuk di kantor P4D Sul-Sel sebanyak 160
kasus, kemudian pada tahun 1690 terjadi penurunan menjadi
97 kasus dan pada tahun 1991 meningkat lagi menjadi 143
kasus, Hal ini membuktikan bahwa kasus perburuhan pada
tahun=-tahun mendatang macih tetap akan lebih dominan
sejalan dengan perkembangar dan pertumbuhan industri itu
sendiri.

Disamping itu Jjuga sengketa perburuhan diakibatkan
adanya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan  kesem-
patan kerja yang tersediz, sehingga pengusaha memberikan
upah yang terlalu rendah yang pada gilirannya berakibat
pada penggunaan tenaga kerja yang kurang terlindungi
kepentingannya.

Selanjutnya penvebzlt timbulnya kasus perburuhan di




Tébel 3

Penyelesaian Sengketa Perburuhan

! Upaya Penyelesaian ' ;

Tahun !

¥ ! Pripartite ! Peg.Perantara ! P4D ! Sisa ! Jlh !
! 3 : : ? ! !
! 1982 ! 18 ! 48 ! 85 ! 9 t 160 !
! 1990 ! 16 ! He 41 ! 8 't 97
! 1991 ! a5 ! 50 165 ' 5 ! 143 1!
! ! ! ! ! ! !
Sumber Data : Kantor P4D Sul-Sel

Dari tabel di atas terlihat bahwa peranan P4D dalam

menyelesaikan kasus perselisihan perburuhan cukup efektif
karena padaz tzhun 1989 dari 160 kasus yang masuk disele-
saikan 151 kasus dan sisanya 9 Kasus. Pada tahun 1920
kasus yang mzsuk 97 dan diselesaikan 89 kasus dan sisa

& kasus, dzn p=da tahun 1991 jumlah kasus yang masuk 143

diselesaikzn 138 dan sisanya 5 kasus.
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TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PUTUSLN PANITIA

PERYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

3«1, Jenis Putusan Py

fdapun maksud para pihak dalam hal ini pihak pekerja
dan pengusaha menyerahkan perselisihan mereka kepada Py
(Paritia FPenyelesaian Perselisihan Perburuhan) adalah
semata-mata agar P4 berkenan menyelesaikan mereka dengan
prosedur yang cepat serta tidak berbelit-belit.Para pihak
menghararkan agar P4 dalan menyelesaikan - -perselisihan
perburuhan yang mereka hadapi betul-betul bersikap adil
dan tidak memihak sehingga putusannya dapat diterima
serta memuaskan bagi para pihak., Namun dalam kenyataannya
labih banyak putusan P4 baik P4D maupun P4P yang tidak
memuaskan para pihak yang berselisih khususnyz bagi pihak
pexerja, hal ini disevabkar masih zdanya kecenderungan
bahwa pihak buruh/pekerja merupakzn pihak yang lemah ser-
ta dapat diperlakukzn secara sewenang-wenang.,

Berbicara puatusan P4 baik putusan P4D maupun puiusan
PLY maka ada 2(dua) jenis putusan P4 yakni

1. Putusan yang bversifat anjuran

2. Putusan yang bersifit mengikat
Putusan yang bersifat anjuran dapat dijatuhkan oleh P4D
sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh P4P adalah putusan

yanr secaraz otomatis bersifzt mengikat. Putusan yang




dijatuhkan oleh P4D ada 2 (dua) kemungkinan yaitu ada
yang bersifat anjuran dan ada pula yang bersifat mengikat.
Berbeda dengan putusan P4P yang selamanya bersifat mengi-
kat sebagaimana telah dikemukakan di atas,

Putusan PLD yang bersifat anjuran artihya bahwa
para pihak yang terkena putusan tidak diwajibkan tunduk
pada putusan tersebut akan tetapi P4D hanya menganjurkann
agar para pihak dapat melaksanakan apa yang telah diputus
oleh P4d, namun azpabila putusan P4D yang bersifat anjuran
tersebut tidak dengan sukarela dilaksanakan maka salah
satu pihak dapat keberatan atas putusan dengan mengajukan
banding ke P4P, agar putusan yang telah dijatuhkan oleh
P4D dapat ditinjauh kembali kalau perlu dibatalkan. Putu-
san banding dari P4P ini bersifat mengikat artinya pare
pihak harus melaksanakan apa yang tercantum dalam  putu-
sannya tersebut, Apabila putusan tersebut tidak dilaksa-
nakan secara sukarela maka P4P dapat mengajukén permohﬁ-
nan fiat eksekusi ztau penetapan eksekusi ke Pengadilan
Negeri setempat agar putusannya tersebut direalisasikan/
dilaksanakan, Jadi yang dimaksud dengan eksekusi di &ini
adalah pelaksanaan putusan P4 melalui penetapan pengadi-
lan negeri setempat. Jadi 'dengan diijatuhkannya putusan
atas perselisihan para pihak (pihak pekerja dan pengusaha)
oleh P4, belum berarti persoalannya telah selesai, masih
banyak putusan P4 baik P4D maupun P4P yang belum dapat

dilaksanakan secara sukarela sebagainama mestinya,sehing-
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ga hal tersebut perlu adanya upaya pemaksa yaitu
eksekusi. Untuk dapat dilaksanakan suatu putusan, baik
putusan P4D maupun P4P harus mempunyai kekuatan eksekuto-
rial artinya harus bersifat riil (konkrit), pasti dan
terperinci.

Jadi putusan P4P sudah dapat dimintakan fiat ekse-
kusi ke Pengadilan Negeri setempat apabila dalam Jangka
waktu 14 hari tidak ada pembatalan dari Mentri Tenaga
Kerja atas putusan PLP tersebut dengan pertimbangan putu-
san itu tidak mengganggu atau mengancam Keamanan negara
dan sebagainya. Jadi Mentri Tenaga Kerja mempunya hak
Veto untuk- membatalkan putusan P4P yang bersifat mengikat -
tersebut dengan pertimbangan demi keamanan dan ketertiban
negara.

3.2. Jenjang Putusan Pi.

Panitiz Penyelesaian Perselisihan Perburuhan lasim-
nya menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pihak
pekerja/buruh dengan pihak pengusaha termasuk dalam kate-
gori perselisihan kepentingan (conflic of interest) atau
dengan bahasa Belanda disebut belangen-geschillen.
Pengertian perselisihar kepentingan dikemukakan oleh
Sendjun H.,Manulang,SH (1988 : 97) sebagai berikut :

| "Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang
timbul karena adanya usaha-usaha dalam mengadakan

perubshan mengenail syarat-gvarat kerja atau ketena-
gakerizan',

Penulis memberikan contoh konkrit berkenaan dengan perse-
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ligihan kepentingan »oitu apabil

v

. piheon pener) segara
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bersama-sama atau berkelompok mendatang pihek pengusaha/
majikan menuntuk kencikan upsh berhubung hanyas kebutuhan
pokok di pasoran semakin menibgrat sehingga dengan upzah
yang telah disepakati dslam perjanjlan pada wzktu laiu
sudah tidzsk mercukupi lagi untuk membeli kebutuhan
sehari-harl dengan harge yang semszsKirn tinggl tersebut.

Disini sebenarnyz pihak pengusaha/msjikan tidaklah
dikatakan melanggar stosu tidak memenuhi syarat-syarat
perjanjian akan teiapl karena pengarub situasi dan kondi-
sl, sebagaimans penulis kemukakan di atas mengakibatkan
timbulnya tuntutan dari pihak pekerja/turub, agar tuntu-
tannya tersebut dipenuhli oleh pengusaha.

Berbeda dengan perselisihan hak {conflic of right)
atau rechts geschillen dimana pihak pekerjz/buruh menun-
tut kepada pihak poengusaha/majikan agar upah dibayar
tepat pads waktunya sesual yang telah dinerjahjikan ber-
sama, yang mana upch tersebut merupskan hak dari pekerjs
itu senciri. Sebszpgaimana penulis kemukakan bahwa P4 hanya
berwenang menyelecaikan perselisiharn kepentingan yang
terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sedangxkan perse-
lisihan hak hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan
Negeri setempat, oleh karens menyangkul tuntutan hak atau
hukum. Piu bail di itingkat daerah maupun di ingual  pusat

1

et bahkan

m

belum bepitu dinenul oleh kalangan magyara

pihak pekerjapun maglh binyak dientara mereka yang Dbelum
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Berbicara mengenai P4D dan POHFPTINI cikenal ada dua

mengenal keberadaannya.

istilah yang terdapat di dalamnya yaitu

1, Istilah kepaniteraan (Panitera)

2., Istilah kepanitiaan (Panitia)

Kedua istilah tersebut dari segi teknis memiliki perbe~
daan, oleh Sendjun H. Manulang,SH (1984 : 100)menjelaskan
perbedaan tersebul sebagal berikut :

"Kepaniterasn (panitera)} P4D/P4LP di sini maksudnya
adalah suztu unit teknis/pelaksana teknie yang me-
ngurus masalah perselisihan hubungan industrial
(perselisihan perburuhan) serta PHK. Sedangkan Ke-
panitiaan (panitia) P4D/PLP adalah suatu lembaga
yang anggota-anggotanya terdiri dari Tripartite
yaitu kalangan pekerja, pengusaha dan pemerintah,

Perselisihan kepentingan (conflic of interest) yang

menjadi wewenang P4 untuk menyelesaikannya tentu saja

menyangkut prosedur penyelesalannya, dan mempunysi ting-

f el
bt

katan-tingkatar tertentu yang disusun secara sisiemslls,

Ay

alisihan

i
F

tpabila terjadi perselisihan menyanghut per
kepentingan maks pertema<tama para pihak menyelesalkannya
secara kedalsm uniuk tinghat perusahaan. Apablla penye-
lesajian tersebut tidak menghasilkan permufakatan maxs.
mereka dengan kesepakatannya menyerahkan perselidihannya-
itu kepada juru pemisah/dewarn pemisah yang ditunjuk dan

dibentuk secara sukarela oleh pihak-piheak yang berselisih

:Upaya penyelesalan lewat Juru pemisan ini dikenal

Al

dengan Arbitrase Sukarels {Voluntary arbltration) atau
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pemlcan secara sukarela. iutusan juru pemisah harnyz ber-
sifat anjuran semata-mata.

fkan tetapi jika kedua bela pihak tidak bermaksud
menyerahkan penyelesalan perselisiharn mereka kepzda
juruh pemisah mzka mereka dapat menyerahkan perantaraczn
penyelesalan perselisihannya kepada pegawali perantara,
Pegawal perantara dalam memberikan perantaraannyz, daler
menyelesaikan perselisihan adalah géengan cara :

2. Mengadakan peryelidikan tentang ducuk rerso=-

&lannya.

b, Heﬁanggil pihak~pihak yang berselisih.

c., Memimpin perundingan.pihak-pihak yang besselisih.

d. Mengusahakan penyelesaian secara damai.

~fpablla perselisihan tersebut tidak dapat diselesai-
kan secara perantaraan, maka pegawal perantara tersebut
segerz menyerahkannya xepada P4D dengan terlebih dahulu
memberitahukan hal itu kepada pihek-pihak yang berselisih,

Futusan P4D memberikan putusan yang dapat berupec.

anjuran apabila P4D berpendupat bahwa masih ada kemung-

kinan perselisihan tersebut dapat diselesaikan secars
damal yaitu dengen menganjurksn keduz bela pihak untuk
berunding kembali. Putusan P4D dapat pula tersifat

mengikat, apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah
putusan dijatuhkan darn tidax dimintakan pererikszan

ulang.
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Sebelum putusan tersebut dilaksanakan terliebih dahulu
harus diminta fiat ekseikusi ke Pengadilan Kegeri
setempat.

Jika putusan P4D tidak diterima oleh salah satu
pihak ztau kedua belahwpihak, maka para plhak drpét me=-
rngajukan pemeriksaan ulang (banding) kepadz PuP  melalui
F4D. Eerbeda dengan putusan P4P, dimana putusan PLP
tidzk ada yang bersifat anjuran, semuany: bersifat mengi-
kat dzn putusan PLP tersebut tidak dapat dimintakan
banding lagi kecuali Mentri Tenaga Kerjs remoztialkan atau
menunda putusan P4P dengan pertimbangan demi kepentingan
umum atau untuk melindungi kepentingan negara.Putusan P4P
ini sekalipun mengikat, akan tetapi tidaklah secara
otomatis dapat dilaksanakan sebelum dimintz fiat ekse-
kuzi kepzda pengadilan negeri setempat.

Jadi dengan menyimak uraian tentarg prosedure
penvelesaian perselisihar irdustrial (perselisihan  per-
buruhan) dapat dixemuxazkar dari segil lirgkatan putusan
P4 make putusan PyD merupakan putusan tingkat pertams,
sedangkan putusan P4P merupakan putusan tingkat
kedua atau putusan banding, dimana penyelesaian per-
selisihan yang timbul tersebut sebelur diselesaikan
oleh tingkat banding (P4P) terlebih dahulu diselesaikan
di tingkat pertams (P43D).

Piy ini rrds npmumnye berzedudukan di ibuacte rroyencl yang




membawahi serta daerah tingkat I (propensi) di pusat yang

membawahi seluruh propensi di Indonesia.

5.3. Fiat Eksekusi Atag Putusan P4,

Sebagaimana kita telal) ketahui bahwasanya lembaga

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan adzlah suatu badan
yang bertugas menangani dan atau menyelesaikan perselisi-
han perburuhan yang menurut UU No.22 tahun 1357 terdiri
dari juru pemisah (dewan pemisah), pegawzi perantara yaitu
pegawail yang ditunjuk oleh Departemen Tenaga Kerja dan
Departemen Transmigrasi, P4D, P4P, Pengadilan Negri, serta
Menteri Tenaga Kerja.

Sebagal lembaga terakhir dalam rangkaian prosedur
penyelesaian perselisihan perburuhan adalah Pengadilan
Negri dengan Fiat Zksekusinya, namun perlu diketahui bahwa
Fiat Eksekusi tidaklah selamanyz dimohonkan ke pada Penga-
dilan Negri.

Apabila para pihak dengan sukarela menerima dan ingin
menjalankan sendiri putusan P4D dan P4P yang bersifat me-
ngikat tentu saja Fiat Eksekusi- tidak lagi diperlukan un-
tuk dimintakan ke Pengadilan Negri setempat.

Permohonan Fiat Fksekusi ke pengadilan negri dilakukan
Jika salah satu pihak yang berselisih tidak mau melaksana-
kan secara sukarela putuszn P4D dan P4P.

Namun dazlam praktek berdasarkan hasil wawancara penu-

lis dengan salah seorang pegawail di Departemen Tenaga Ker-
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ja, beliau mengemukakarn balhiwe yang berhaﬁ mengajukan per-
mintaan Fiat Eksekusi adalah pihak yang dimenangkan dalam
putusan baik putusan P4D maupun P4P yang bersangkutan.
Sedangkanpermintaan fiat eksekusl dari pihak yang dikalah-
kan agar putusan P4 tidak dilaksanakan ataupun dibatalkan
tidak dapat diterima. Keterntuan ini sejalan dengan surat
Edaran Mahkama Agung No.l tahun 1980 tanggal 5 Maret 1980.
Untuk dapat dilaksanakannya putusan P4D/P4P gecara
secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Kegri maka Pemohon
harus mengajukan permohonar secara tertuliu atau lisan ke-
pada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya pu-
tusan tersebut dilaksanakan dengan cara sebagal berikut :
A, Putusan P4-Daerah
l. Salinan putusan yang akan dimohonkan fiat eksekusi
terlebih dulu harus diterikan catatan/legalisasi 6-
leh Panitera dari kepaniteraan P4D yang bersangku-
tan, di atas materai yang cukup (Rp. 1.000,-).
2+ Dalam melegalisasi salinan putusan tersebut, pada ha-
laman pertama bagian atas ditulis "SALIKNAN UNTUK
MEMPZROLEH PERNYATALKN DAPAT DIJANKALZEKSZKUSI' kemu-
dian pada halaman terakhir bagian bawah ditulis :
"Untuk salinan yang sama bunyinya, diberikan untuk
memperoleh pernyataan dapat dijalankan berdasarkan
pasal 10 Undang-undang Nomor 22 tahun 14579,
3. Salinan putusan yang telah dilegalisasi tersebut di-
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geri yang daerah hukumnya meliputi'feﬁpat kedudukan
pihak terhadap siapa putﬁsan tersebut akan dijalan-
kan, supaya putusan itu dinyatakan dapat dijalankan.
Setelah menerima permohonan fiat eksekusi, Ketua Pe;
ngadilan Negeri menentukan sikap menerima atau meno-
lak permohonan tersebut, Apabila menolak, Ketua Pe-
ngadilan Negeri akan memberikan alasan apa sebabnys
permohonan tersebut ditolak sedangkan kalsau menerima
/mengabulken maka Ketua Pengadilan Negeri akan sege-
ra membuat surat penetapan dan memanggil pihak ter-
mohon/tereksekusi untuk ditegur agar memenuhi kewa-
Jibannya sebagaimana dimaksud dalam putusan dalam'
waktu & hari setelah ditegur,

Dalam waktu 8 hari setelah teguran termohon/terekse-
kusi diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan
secara sukarelz.

Jika waktu 8 hari tersebut telah lewat dan pilihax
termohon/tereksekusi belum melaksznakan kewajitannysz
atau sesudah dipanggil dengan patut tidak jugas meng-
hadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatan-
hya memberli perintah dergan surat penetapan supayvs
disita barang-“arang bergerak milik pihak termohon/
tereksekusi, jikalau tidak ada barang bergerak pe-
nyitaan dapat dilakugan terhadap barang tidak berge-
rak yang dinilai jumlah uangnya sepadan dengan niliai

uang yang ditetapkan dalam putusan,
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Apabila setelah barang miliknya disita sebagai ba-
rang Jjaminan zkan tetapil dalam tenggang waktu yang
cukup (2 x 8 hari), tereksekusi belum juga melaksa-
nakan Kewajibannya maka dilazkukanlah penjualan atau
pelelangan barang milik tereksekusiyang berada dalam
penyitaan tersebut.

Penjualan tersebut dilakukan melalui Kantor Lelang,
dimana sebelum.penjualan dilaksanakan terlebih dulu
harus diumumkan melslui media surat kabar (iklan)
yang terkemuka sekurang-kurangnya 2 kali penerbitan.
Hasil penjualan barang secara lelang tersebut digi=
nakan untuk memenuhi/membayar kewajiban tereksekusi
seperti dimaksud dalam putusan P4D dengan ditambah
sejumlah biaya perkara,

Apabila darl hzsil penjualan lelang tersebut masih
belum mencukupi maka dapat diadakan penyitaan lagi
terhadap barang-barang yang lain dan selanjutnya di-
tempuh prosedur yang sama dengan penjualan sebelum-
nya dan apablla dari hasil penjualan termaksud ter-
nyata masih dapat kelebihan/sisa maka sisa tersebut
dikembalikan kepada tereksekusi.

Biaya eksekusl untuk sementara dibebankan kepada pi-
hak pemohon kemudian biaya yang telah dikeluarkan
ﬁersebut diperhitungkan sebagai beban kewajiban pi-
hall telthovnwos Gab baluws dilunasi bersamna-Bama ude-

ngan kewajiban yang ditetapkan dalam putusan PuD.
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B. Putusan P4-Pusat

Prosedur/tata cara pelaksanaan putusan P4 Psat secara
eksekusi pada dasarnya sama dengan prosedur/tata cara
yang ditempuh untuk melaksanakan putusan P4 Daerah se-
bagaimana telah diuraikan di atas, namun demikian ter-
dapat beberapa pengecualian/perbedsan, antara lain se-
bagal berikut :

1, Untuk melaksanakan putusan Py Pusat permohonan fiat
eksekusinya ditujukan kepada Ketua Pengadilén Negeri
Jakarta Pusat,

2. Dalam legalisasi salinan putusan P4 Pusat pada hala-
man terakhir bagian bawah ditulis : "Untuk salinan
yang sama bunyinya, diberikan untuk memperoleh per-
nyataan dapat dijalankan berdasarkan passal 16 undang
undang Nomor 22 tahun 1957,

%, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat
menerima/mengabulkan permohonan fiat eksekusi terse-
but, maka segera membuat surai penetapan dan selan-
jutnya mendelegasikan wewenangnya untuk mengeksekusi
putusan P4 Pusat tersebut kepada Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudu-
kan pihak terhadap siapa putusan dimaksud dinyatakan
dapat dijalankan.

4. Ketua Pengadilan Negeri yang mendapat pelimpzchan we-
wenang untuk mengeksekusl tersebut wajib melaxsana-

kan eksekusi dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada
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Ketua Pengadilan liegeri Jakarta Puéat.

Pengadilan negeri hanya berwenang mempertimbangkan
atau menilai apakah permintaan fiat eksekusi patut diteri-
ma atau ditolak, akan tetapi tidak berwenang menilai kebe-
naran isi (materi) putusan P4 baik P4D maupun P4P dan ju-
ga tidak boleh bertindak sebagai hakim banding,.  Pisamping
itu pula dalam rangka merealisasikan putusan P4 yang telah
diberi fiat eksekusi tidak boleh ditunda pelaksanaannya
sekalipun ada perlawanan (verset). Jadi jelasnya perlawa-
nan (verset) tidak menangguhkan pelaksanaan putusan Py
yang telah diberi fiat eksekusi.

Dengan menganalisis kewepangan Pengadilan Negeri un-
tuk memberikan fiat eksekusi terhadap putusan P4D dan P4P
Yang bersifat mengikat, jelas bahwa kedudukan P4 bukanlah
lembaga peradilan sesungguhnya atau bukanlah badan peradi-
lan perburuhan yang berdiri sendiri, oleh karena P4 - tidak
mempuryai wewenang untuk melaksanakan putusannya sendiri,
dan juga tidak berpuncak pada Mahkamah Agung csebaggamanpzaz
badan peradilan tertinggi di negara kita, sebagaimana ber-
laku pada peradilan sesungguhnya yang berpuncak pada Mah-
kamah Agung.

3.4, Tentang Hak Veto Menteri Tenaga Kerja Terhadap Putu-

san Pi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa putusan

yang telan dijatuhkan oleh P4 baik P4D maupun P4P sebelum
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dilaksanakan terlebih dahulu harus dimintakan fiat ekseku~-
si ke Pengadilan Negeri setempat.

Putusan P4D dari segl sifatnya berbeda dengan putusan
P4P, Putusan yang dijatuhkan oleh P4D memiliki dua sifat
yaitu bersifat anjuran dan bersifat mengikat. Putusan P4D
yang bersifat mengikat segerar dilaksanakan setelah 14 ha-
ri dari tanggal pemberian putusan yang tidak dimintakan
pemeriksaan ulang pada P4P. Sedangkan putusan P4P  selalu
bersifat mengiiat dan dapat dilaksanakan setelah dalam
jamgka waktu 14 hari tidak ada pembatalan/penundaan  dari -
Menteri Tenaga Kerja.

Tindakan Menteri Tenaga Kerja membatalkan/menunda pe-
laksanaan putusan P4P ini semata-mata didasarkan kepada
pertimbangan bahwa apakah pelaksanaan putusan P4P tersebut
tidak mengancam atau mengganggu kepentingan umun atau demi
melindungi kepentingan negara. Menteri Tenaga Kerja seba-
gai wakil dari pihak pemerintah dan merupakan salah satu
unsur dari bipartite berkewajiban memperhatikan dampak
dari pada keputusan P4P tersebut, yakni dari segi dampak
negatifnya, oleh karena tidak tertutup kemungkinan jika
PLP menjatuhkan keputusan khususnya mengabulkan tuntutan
pengusaha/majikan untuk mengadakan PHK terhadap pekerjanya
apalagi PHK secara besar-besaran (secara masal) akan me-
ngakibatkan terancamnya ketertiban umum karena para bekas
pekerja yang di PHiKkan itu akab menambah jumlah penganggu-

ran yang akibatnya mereka akan selalu bertindak menjurus

o




Jadi dengan pertimbangan seperti terurai di atas Men-

teri Tenaga Kerja diberikan hak untuk membatalkan/ menunda
putusan P4P dalam jangka waktu 14 hari setelah pemberité-
huan putusan P4P tersebut dan juga sebelum dimintakan fiat
eksekusi ke Pengadilan negeri setempat. Hak Menteri Tenaga
Kerja tersebut disebut hak Veto Menteri Tenaga Kerja.

Pernyataan di atas sesuai dengan yang dikemukakan o-
leh Hartono Widoddo,SH dan Judiantoro,SH (1989, hal, 52)
bahwa : |

"Adapun putusan P4P oleh Menteri Tenaga Kerja dapat
dibatalkan atau penundaan pejaksanaan keputusan jika
itu dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umum
serta melindungi kepentingan negara, mengenai pemba- -
talan ini dilaksanakan setelah berunding dengan Men-
teri-Menteri yang mewakili duduk dalam P4 Pusat",

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa :

"Keanggotaan kepanitiaan yang duduk di dalam P4Daerah
dan P4 Pusat berdasarkan pasal 5 ayat 2 dan pasal 12
ayat 1 UU No.22/1957 terdiri dari
- seorang wakil Kementerian tenaga kerja sebagai Ke-
tua merangkzp anggota
seorang wakil dari Kementerian Perindustrian
seorang wakil dari Kementerian Keuangan
seorang wakil dari Kementerian Perhubungan
seorang wakil dari Menteri Pertanian °
lima orang dari kalangan pekerja/buruh (SPSI) dan
lima orang dari wakil pihak untuk pengusaha/ maji-

kan sebagai anggota'.

Jadl merujuk pada pendapat dari Hartono Widodo,SH dan
Judiantoro,SH sebagaimana terurai di atas, nampak dengan
Jjelas bahwa ternyata Menteri Tenaga Kerja sebelum menja=
lankan hak Vetonya tersebut terlebil. dahulu berunding de-
ngan menteri-menteri yang mewakili duduk dalam P4 Pusat
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sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Jadi hak Veto dilaksanakan oleh Menteri Tenaga Kerja

mewakili menteri-menteri lainnya yang terkait.

3,5. Kedudukan P4 Menurut UU No, 5 Tahun 1986,

Sebagaimana telah disinggung pada halaman sebelumnya
bahwa perselisihan yang timbul di antara para pihak yang
terkait dalam proses produksi yakni pihak buruh dan maji-
kan sebelum diselesaikan oleh B4 maka terlebih dahulu per-
selisihan mereka diselesaikan oleh Arbitrase atau Juru Pe-
misah, namun penyerahan perselisihan kepada Arbitrase ini
bukanlah merupakan kewajiban bagi para pihak.

Apabila para pihak tidak ingin menyerahkan perselisi-
hannya kepada Arbitrase atau Juru Pemisah maka para pihak
dapat saja secara langsung menyerahkan perselisihannya ke-
pada pegawai Departemen Tenaga “erja yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja.
Jika pegawal perantara ini berpendapal bahwa perselisihan
yang timbul di antara pars pihak tidak mampu diselesaikan-
nya maka pegawal tersebut menyerahkan perselisihan itu ke-
pada P4 (Paniti Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) de-
ngan terlebih dahulu memberitahukannya kepada pihak yang
berselisih, Yang menjadi titik tolak perhatian penulis di-
sini adalah bagasimana kedudukan P4 menururt UU No,5/1986,

Kedudukan Py menurut UU No.l2 tahun 1964 dan UU No.22

tahunl957 adalah termasuk Peradilan Semu, dikatakan seba-
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gai ;eradilan semu oleh karena putusan P4 tidak mampi di-
laksanakan/dieksekusi sendiri oleh P4 kecuali terlebih
dahulu dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri  se-
tempat.

Apabila ditelusuri lebih jauh ternyata P4 adalah se-
bagai aparat eksekutif akan tetapi secara operasional Py
tidak lain adalah sebagai peradilan umum oleh karena Py
baik P4D maupun P4P dalam upaya menyelesaikan perselisihan
perburuhan berkenaan syarat-syarat kerja, hubungan kerja
dan atau keadaan perburuhan, Jjuga menerapkan hukum acara
sebagaimana yang dilakukan oleh peradilan umum, hukum aca-
ra yang menjadi rujukan bagi~P4 dalam menyelesaikan perse-
lisihan perburuhan sebagian diatur dalam UU No,22/1957 dan'
UU No.1l2/1964,

Jadi apabila P4 dalam menyelesaikan perselisihan Per-
buruhan tidak melaksakan dengan sungguh-sungguh hukum aca=-
ra tersebut misalnya P4 tidék memanggil salah satu pihak
untuk hadir di persidangan dengan patut, penyelesaian per-
selisihan perburuhan tidak prosedual dengan kata lain ti-
dak diselesaikan sesual prosedur yang telah ditetapkan,
P4 mengeluarkan isin terhadap pengusaha untuk melakukan
PHK terhadap pekerjanya, padahal pekerja tidak pernah di=-
mintai pendapatnya atau persetujuannya, sehingga merugikan
pekerjanya maka akibatnya P4 menurut UU No,5 /1986 digugat
di Pengadilan Tinggi Tata Usahe Negara berdasarkan UU No.>-

tahun 1986 .
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Jadi yang dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Kega-
ra bukan menyangkut materi perkara/pokok perkaranya akan
tetapi khusus menyangkut tidak dilaksanakannya hukum acara
oleh P4 dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan.

Oleh karena P4 dapat digugat di Pengadilan Tnggi Tata

Usaha Negarsa sebagaimana terurai di atas, maka kedudukan

P4 menurut UU:No.5/1986 adalah sebagai Administrasi Negara.




PENUTUP

Setelah penulis menguraikan bab demi bab darl kese-
luruhan isi bab dalam skripsi ini, maka dalam bab IV yang
merupakan bab penutup, penulis akan menarik beberapa: ke-
simpulan serta saran yang dianggap penting.

L.1l. Kesimpulan
- Kedudukan P4 menurut UU No, 22 tahun 1957 dan UU No. 12

WQ'?
tahun 1964 adalah termasukiperadilan semu sedangkan
kedudukan P4 menurut Un&ang—undang No. 5 tahun 1986

adalah termasuk Administrasi Negara sehingga dalam hal
tertentu P4 dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara

- P4 dalam menyelesaikan persrlisihan perburuhan yang
timbul antara pihak pekerja dengan pengusaha dapat beru-
pa perselisihan kepentingan (conflic of interest) dapat
pula berupa perselisihan hak (conflic of right)

- Sifat putusan P4 ada 2(dua) yaitu putusan P4 yang ber-
gifat anjuran artinyz pihak yang dikalshkan dianjurkan

untuk melaksanakan apsa yang menjadi kewa jibannya,

sedangkan yang bersifat mengikat artinye putusan yang
dijatuhkan oleh P4 harus dilaksanakan oleh para pihek
kalau perlu dapat digunakan upaya paksa yang disebut
eksekusi dengan terlebih dahulu dimintakan Fiat Ekseku-
si ke Pengadilan Negeri setempat.

- venalipun P4 balk P4L maupun P4r telal menjatulihan pu-

49
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tusan atas perselisihan yang timbul di antara para pihak
yang terkait dalam proses produksi barang dan jasa yakni
rihak pekerja dan pengusaha, Mentri Tenaga Kerja dapat
membatalkan putusan tersebut dengan pertimbangan demi
kepentingan atau demi menjaga ketertiban dan keamanan
umum/Negara,

Le2. Saran

- Agar putusan P4 baik P4D maupun P4P dspzt memuaskan para
pihak yang berselisih maka seyogianya PL dalam menyele-
saikan perselisihan perburuhan betul-betul mengikuti
ketentuan yang berlaku tidak berbelit-belit dan keku
serta tidak memakan waktu yazng terlalu lama.

- Sudah saatnya dibentuk hukum acara yang mengatur secara
Jelas tentang tugas dan kewenangan lembaga Pi sekalipun
sudah ada hukum acara yang diatur dalam UU No, 22 tahun
1957 maupun dalam UOU No. 12 tzhun 1964, namun menurut
hemat penulis hukum acara tersebut kurang lengkap dalam
mengatur tugas dan kewenangan lembagez penyelesaian per-
selisihan ﬁerburuhan khususnya P4D maupun PLP.

- Sebaiknya pelaksanaan putusan lembaga-lembagz penyelesa-
ian perselisihan perburuhan khususnya P4LD dan F4P...tidak
perlu dimintakan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri akan
tetapi langsung saja dileksanakan oleh lembaga-lembaga
tersebut. Oleh karena permohonan fiat eksekusi terlalu

Ly -T2 44 ~ cavmda moarmels o s e le by yre v e marlen "
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KEPUTUSAN
PANITIA PENYTLESAIAN PERSELISTHAN PERBURUIIAN DAERAH
PROPINSI SULAWEST SFLATAN DI UJUNG PANDANG

Nomor 1 KEP,.23/13/9/W.18/PHK /1988,
TENTANG PEMUTUSAN HURTUGAN KERJA

11,Surat Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerje Kodya Ujung Pandang No,1309/W.18/
K.1/1987 tgl. 7 Desember 1987 perihal penyerahan persocalan Pemrtusan Hubungsn

Kerja an,Sdr, Soeparman dan Zacharias Tjandi, Pekerja PT .Pattujuang Ujung
) : .
4ipurat Kepala Kentor Wilayeh.Departemen Tenasa Kerje Propinsi Sulawesi Selatan
Z| No,B,1262/W,10/7/1988 tgl, 17 Maret 1980, perihal penyerahan persoalan Pemu
. § tusan Hubungan Kerja ens Sdr, Soeparman dan Zacharias Tjandi, Pekerja PT,Pat
Q\-( tujuang Ujung Pandang,.
/3.Surap Pengussha PT.Pattujuang No,087/PTJ/II/1988 tgl, & Pebruari 1968,perihal
Permohonan Izin Penutusan Hubungen Kerja an,Soeparman dan Zacharias Tjandi,

1 Bahwa Panitia Ponyelesalon Perselisihan PerburuMan Daerch Propinal Sulavesi Se
latan di Ujung Pandang tcleh menerima persoalan Pemutusan Hubungan Kerja anta
ra Sdr, Socperman dan Zecharias Tjondl selanjutnye disebut PEIERJA dengan PT.

Pattujuang, alamat J1, Nupantara No,46 Ujung Pendeng selanjutnys discbut PERNCT
SAHA,

¢ Bohwa Pengussha memberikan ketorangan entera lain seharat berikut 3

a. Kedua Pekerje diberhentikan deri pekerjsanhya pade tgl.11 Jund 1987 dengan
alasan menirggalkon tugasnya sebagel Petugas/Krnd dalem keadaan gudang ter
buka, Sebelum meninggelken tugasnye yan; ber=saigkutan tidak memperoleh izin
dorl atasannys yang berwenang.

b Sebelumnya kedua Pekerja terscbut hersama dengnn Pekerje-Pekerja lainnya te

lah berulang kali mendepatkan peigarahan darl Pengusaha tentang epa yang
menjadi tugas dan kewajiban rokerja.
Pengarshan tersebut dimasudkan sebagal komunikasi 2 arah antera Pimpinan pe
ruschoen densan Pekerje balk upaya peningkstan tugas dan kewajiban,disiplin
misalnya peringaton dini kepode seluruh karywan untuk menjsuhkan diri dari
tingkah laku yang menyimpeng/merugiken dan/atau cenderung merugikan/membaha
yokan Perusahaan. - oo

c. Sampal saat ini Pekerja belum pernah mendapat teguran tertulis tertodep se
suatu pelanggaran yang pernch dilakukannyn,

d, Sehubungan dengan pelanggaran yang dilnkukan oleh Pelerje tersebut diates ,
maka Pengusacha memberhontikan Pekerin tanpa gynrnt T.M.T. t£1.11 Jund 1987
dengan nlasan pelanggaran berat berdasarkan PERMEN O4/MEN/1986 pasal § ayet
d, dan peraturaon Perusahaan Bab, XXI B.1. G,

1 Bahwa Pekerja memberikan keterongan ontara lain sebagal berikut
a. Pekerje teloh bekerjao di Perusohaon sebagal berikut

Pekerja Soeparman tcleh bekerja di Perusahsen geloma 8 tahun tefus menerus

tanpa terputus dengan upoh Rpe35.000,-/ bulan, o

Pekerja Zocharino Tjondi teloh belicrja di Peruschason tersebut selame 4 ta
. hun terus menerus tanpa terputus dengan upeh .00,000,-/ tulan

- Pekerja di PHK. oleh Penguscha dengon alasen, meningpalkan Pekerjaan pa
da tgl. 11 Buni 1907 sel:itar jam 17.30, sebelum meninggalkan pekerjsan -
terlebih dalulu maminta izin kepode bahagian Administrasi gudang don se
teloh mendnpot izin perah terime tuges dengan teman yong menggantikanmya
dilakoanpokan gelingaimana kebipsaan yang berleku di Perusahaan tersecbut.

= Nerdassrkan alasan yong dikemukolian diotas, bahwa Pengusaha memberhentd
kon Pckerja tanpa dasar yeng kuot don oleh kerens itu mermuntut hak- hek
sesual dengnn ketentuan yang berlaku,
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1. Hubungan Leria arkave Tomsrpaha Aem Sobnegjo iadnh el dd sedte 229 --_*u‘.'.kr.n..‘

2. Pekerjo di P.H.K. oleh Pengusaha belum peinah «idahulul peringatan- peri
neatan tertulis, )

Dahwa apa yan; dilskukan oleh kedua Pekerjas yeitu meninggalkbn pekerjamn
di sore hari dengan meminta izin kepede Bagian hAdministrasi, yeng olch .
Penguoaha dinyotakan tidek berweneng memberl izin, hal mane oleh Penjusn
ha dijadikan alasan PHK karena perbuatan Pekerja tersebut dianggap kesa
1ohan berat. Holini belum dapet dijodiken pertimbangan olch Ph-D,sebasai
suntu kesalahan berat dimana PHK. tanpa syarat, karena Pekerja tersebut,
sebelum meninggalken pekerjaonnya terlebih dailu ada serah terima peker
jnan dari Pakerje yang di PHK dengan teman sekerjenys yang lain, Peling
tidak 3ika perbuotan tersebut dianggop sebagei suatu kesalzhan maka Pe
kerja yang Lersanckutan dapat diberikan peringatan/teguran tertulis ateu
PHK. dengon suatu syarot sesuel dengen Permen OL/MEN/1986,

L, Dahwa kedua Pckerja tersebut mudnh cukup lama mengobdi diPerusahean, dan
belum pernsh mendapat peringotaon/teguran, hal ini membuktikon bahwa Pe
kerja tersecbut mempunyal kondite yang baik sclama belerja.

5, Berdasarkan pertinbangan-pertimbangan tergebut diatas P4~D. memutuskan -
sebagaimana gmar Putusan dibaweh ini dengan mengingat hulam, kebiasaan -
dan Peraturan Perusahaan,

G, Mengingat Undnng-Undong o, 12 Tahun 1964 jo
Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 i

MENUTUSKAN

. Memberikan Izin kepada PT.Pottujuang untuk memutuskan hubungan kerja deninn
2 (dua) orang Pekerjenya an.Soeparmon dan Zacharias Tjandi TT. t§l.31 Agus
tus 1907,

II. Pengusaha diwajibkan untuk menbayarkan kepade Pekerja sebagal berikut i
0. SOEPARIAN. , '
- Upch untuk buinn Agustus 1907 eeeessesses soeg P 35,000,=
= Uang pasanzon 1 4 X Fpe35.000,= sussessssenes = Rpa140,000,=
= Uang Jasa . 1 1 X %u35.000,= sasecesscsces = R 35,000,
= Penzobatan & Permahan 15 % dard pesangon & = R 26.'250',-
Jasa 1 15 % X I, 175,000,-

Jumlah =R.236.250,-

( Dua ratus tiga puluh enam ribu dua rotus lima puluh rupish )

b. ZLCIARIAS TIHDI.
- Upah untuk bulan Amustus 1967 = Bp. 80,000,-
- Uang peaanzen 1 b x B.B0,000,= soesriness = Ih.32£).b00,-

- Pcncdbatﬁn ¢ Perumchan 15‘9{, dari pesangon 1 = R, 48,000,-
15 7{-’ X a’!.."G'obmJ"

Jumlah = RLh8000,- J

et o
( Znpnt rotus sembilan puluh empst ribu rupish ),

-~
1TT. Mennl sketuntutn 1ainnya baik darl Pekerja maupun Penruanha,
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IV. Putusan ini bersifot mengikat. . =

—p Ti-

V. Pelaksanaan Putusan ini dibawsh pengowasan Kantor Departémerr .-

Tenas;e Kerja llota Madya Ujung Pancang. .

- - ﬂ
VI. Penjussha divajibkan melaporkan identitas Peerja yang PHK4

kepnda Kopala Kantor Wilayoh Departamen Tenaga Kerja insl .

Sulawesi Sclatan,

Demikian di Putuokan oleh Panitia Penyclecaian P ;,cliai.h
.an Perhwuuhan Daerah di Ujung Pandang, dalam Sidangnya pada -

tancgal 13 April 1990, kemudion Putusan ini ditsnda tongend -
olch Kctua dan Ponitera,

P.NITIA PRIYLES.JIAN PIRSELISIHAN

.. PERBURTILY DAERGH PROPINST SUL.MWISI SILATAN

Parditera, | Ketua Pengganti,

ttd. ttd,

%
1, ITUSATN APPE, SH JuD MANKDEY
NIP.:1160016216, NIP.:160002374,
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RPUTUS AN

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIIIAN PERBURUHAN DAERAH
SICIlu50 CULAWESI SELATAN DI UJUNG FANDANG

———— -

NOMOR : KEP, 30/17/3/%.18/PHK/1988,
il TENTANO PENUTUSAN ITUBUNGAK KERJA

! 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaza Kerja Propinsi Sula-
wesi Selatan No, B,1746/W.18/7/1988 tgl. 23 April 1988 perihal pe
nyerahan berkdo persocalan PHK an, Ida ex, Pekerja Perusahsan 541
Top & Sari Duah Harum Manis Ujung Pandang ;

Surat Penguosho Harum Manis No, I April 1988 tgl. 4 April 1988 -
perihal permohonan 4zin Pemutusan llubungan Kerja an, Ida ;

2.

3. Surat persetujuan bersama antars pengusaha Perusahsan Sirop Harum

Manis Ujung Pandang dengan pekorjanya an. Ida pada tgl., 4 April
1 1988 ;

*’G Bahwa Panitia Penyelesaian Ferselisihan Perburuhen Daerash Propinei -

Sulaweci Selatan di Ujung Pandang telah menerima persoalan Pemutusan

Hubungan Kerja antara pckerja an, lda selanjutnya disebut Pekeria de

hgen Perusahaan Sirop Harum Manis, Jln, Mongineidi Bary No. 38 Ujung

P andang dioobut Pencusnha

*“3 * Bahwa pengusaha teleh mengajukan permohcnan izin Pemutusan HRubungan-
Kerja denzan alasan ouka melakukan keriouhan ditempat kerja sehingga
menimbulkan kekacnuan dan perkollhiﬁn antara pekerja dengan pekerja
lainnya, oering menakut-nakuti anak pengusaha,

! Dahwa potelah Panitia Daereh meneliti berkas yang ada, bderpendapot -
8ebagai berikut :

Bahwvn telah tercapai kesepakatan bersama antara pengussha dan Pe
kerja untuk Pemutuean hubungan kerja dengan membayarkan kepada Pe
) kerja uang pesangon @an lain-lainnys sebanyak 3 (tiga) bulan upah
]
d

Sebesar K. 157.000,~ (Seretus lima puluh tujuh ribu rupiah) selu—-
ruhnya,

Bahwa pekerje sudah menerima baik pembayaran dari pengusaha sesuai
bukti-bukti tanda terima tgl. 4 April 1988,

Bahwa antara Fekerja dengan Pengusaha tidak skan menga jukan tuntut
8n apepun lagi eehingga sudoh tidak menimbulkan kerawanan lagi,

¢ Bahwa Panitia Daerah dolam mengamdil keputusan menimbang sesuatu de

Rgan pengingat hukum, porjanjian yang ada, kebiasnan, keadilan, dan
Xkepentingan negnra,

= Bahw: bordasarkan pendapat dan pertimbungan tersebut diatas, Pani
tia Daerah dapat menyetujuil permohonan Pengusaha untuk wemutuskan
hubungan kerja 1 (satu) orang pekerja an, Ida terhitung mulal tgl,
1 April 1908 sebagnimona tercantum dclam amar putusan 4ni,
! Undang-undang No. 12 Tahun 1964 jo,
Undanr-undang No, 22 Tahun 1957

T

- ———
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NEMUTUSKAN 3

I, Memberikan izin kepada Pengusaha Harum Manis alamat J1, Monginsidi
Baru No. 38 Ujung Pandang untuk memutuskan hubungan kerja an., Ida

Alama¢ Jln. Cunung Nonn Mo, 18 Ujung Pandang torhitung mulail tgl.
1 April 1988,

11, Menyatakan bahwo masalah ini telah sclosai sehingga Pengussha dan

Pekerja tidak mrupunyai hak dan kewajiban eatu samd laini
ITI, HMewajibkan Pengusah segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wils
ynh Departomen Tenaga Kerjs Propinsi Sulavesi Selatan di Ujung Pan
dang identitas lekerja yang di Putuokan hubungan kerjanya.
IV, Keputusan ini mengiket Pekerja dan Pengusaha. _
Demikion di Putuskan Panitia Penyelesalan Perselisihan Perburu

han Daerah Propinni Sulawesi Selatan di Vjung Pandeng dalam &idangnya
tanggal 4 Juni 1988,

kesudian putusan ini ditenda tangani oleh Ketun
dan Panitera,

PANITIA PENYELBSAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN. DAERAH PROPINSI SULAWEST SELATAN

Panitera, Ketua Pengganti,
ttd, +td,
MARTHA LEBANG,SH A, Dy, MANDE

NIP, 160010840,- NIP, 160602374 .=

Untuk 83 2 ;ana sama buriyinya @
L b <. "PERSELISIHAN

. ) nzp. 1scu1ae.4a o
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EEPUTUBS AN
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISTHAN PERBURUHAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN DI UJUNG EAXDANG

Nomor t KEP,13/03/3/M.18/Pm /1985,
P URGAN A

* 1. Surat Kepala Kantor Departemen Tenaga Propinsi Sulawesi Selatan Xo, '

B.5943/%,18/7/1988 tgl., 16 Desemder 1988 perihal penyershan perscal |
an Pemutusan Hubungan Kerja an, M, Danlan Pexerja PT, Beton Megah :
Perknea Setia Kab, Gowa,

2. Surat Kepola Kantor Departemen Tennga Kerja Kotamdyn Ujung Pandang
Fo. 1420/W,18/K.1/1988 tgl. 2 Desember 1988 perihal penyorahan per

soalan Pemutusan Hubungan Kerja an, M, Dahlan pekerjn PT, Beton Me
gah Perkasn Setia Kabd, Gown,

! Bahwa Panitia Penyolesaian Perselisihnn Perburuhan Doernh Propinsi Su
lawesi Selatan di Ujung Pandang telnh menmerimn persoalan FHK antara -
Sdr, M, Dahlnn pekorja PT, Beton Kegah Perknsn Setis Kab, Oown  selan

Jutnya disobut PEKERJA dengan PI. Boton Megnh Perkasa Setis Kadupaten-
Gowas selanjutnyn disebut PENOUSAHA,

¢ Bahwa pengusaha bemberiknn keterangan antara lain esebtagal berikut :

1. Bahwa pekerja telah malanggar peratumn poruenhaan posal 20 ayat )
knrens soring terlambat datang dan pulnng lebih copat dari  Jadwal

waktu kerja tnnpa alasan yang sah, wnlaupun telch diperingatknn t4
tapi tetap melakukan perbuatan tersebut,

Bahwa pokerja pada polanggaran terakhir didapati meninggnlinn tugas
dengan melompati pagar ynng disaksikan oloh temn sokerjanya dag

‘porgl minum balle yang dapat mezabukkan dilunr lokned pada jam koy |
Ja.

Bahwa pokerjn telah mongajukan surnt pongunduran ¢ diri kepada Pe
ngusaha sehingga t4dnk berhak mendap

4..Bordnsarkan kotemngan torsebut dintas pongusaha tidak bersedin pom
beriinn uang pesangon tersebut, karem pokerja telah melakuknn pe
langgaran borat disamping tolah mengnjulknn permochonan berhenti.

! Bahwa pekerjn tolah momberikan kotorangan adoleh sebagai berikut :

1. Identifagm ¢

d. Upﬂh temkhir
e. Alamaot

4. Nama t ¥, Dahlan !
b. Masa kerja i 2 tahun lebih
s, Jabatan t Sporan

1

t

~I 2.450|- /mri
Parang Banua Gown/J1l, Gagnk No, 18 UP,

2. Bahwo pongusaha memberhentikannya oleh knrona meninggnlknn pekerjo-
an padn waktu Jam kerja tanps 1zin perusahaan sedangkan temn seker
Janya, yang sering meninggolian pokerjoan minum minumn kerms ai
luar porusahnan tidak di FPHK,

3. Pengusaha padn saat borlangsungnyn tuntutan/koderatan komi atas pu
tusan hubungnn kerja sepihok, olch perusahnan mengajuknn secara li-

san agar untuk mondapatkan posangon sebaiknyn mengajukan permohonan
borhenti bokorja.

4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut dintas pokorjo totap monuntut
uang posangon soowil kotontuan yang berlaku,

: Bahwo Panitin Penyelesaian Porselisihan Porburuhan Doernh setolah mons
1iti berkne yang ada don mondongarkan kotomngan-koteraongan kodun be
lah pihak berpondapnt sobagai berikut 1@

1. Bahwa pekerja sering meninggalkan pokorjoan yang jodi alasan pe
Tusihaan untuk momutusinn hubungnn korja dengan PEkirjc adalah wa
Jar asalknn jolas tolah mendapat poringatan yang sah pcling kurang
tign kali terhndap polanggaran yang sam (moningrolkan pokorSaan pa

T4

at uang pesangon dan uang jama,
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2. Adapun alasan lain dari Pongusaha yaitu moninggalikan pokerjean ko
mudian yang borsangkutan porgi mimum ballo (minumnn yang dapat r»
mabukkan) diluar perusahaan bolum dapat dikntogorikan sobagal o
langgaran bernt oloh kareha sacpai sant ini yeng mucul kategori -
pelenggoran boret adslah mabuk ditompat korja, sedangkan yang ber

s T

sangkutan adalah tidak mbduk demikcinn juga minum balle diluar 30

kasi porusahaan padas jam kerja bary merupakan dugnan yang kunt -
oleh pera saksi,

3. Adapun mongonni surat pormohonan pongunduran d4rd dori ynng  ber
sangkutan adalah t4dak murni oleh karonn yang bersangkutan mongs
Jukan sotolah diberhentikan (padn saat memamiot posangen) dan n
Juan dari pada pormohonan itu adalah untuk mondnpatkan pes.ngon -
scbagaimnn temnnya yang terdahuluy,

Bahwa berdnsarkan pertimbangan tersobut diatas Panitin Penyelesainn~

Porselisihan Porburuhan Daoernh momutuskan sebagaimnpa apar Keputusarn
dibowah ind,

Bahwa Panitia Penyeloeaian Porselieihan Porburuhan Doomh memutusiny

sesuatu bordasarkan hukum, kebdlacaan dan porntumn perusahaan yang -
ada,

Undang ~ undang Nomer 12 Tahun 1964 jo.
Undang = undang Nomor 22 Tabun 1957

MEHUTUBK&H

I. Homberikan izin pongusaha PT, Beton Mogah Porkasa Setia Kab, Gow
untuk nmecmtusicn hubungan korja an, N, Dahlan TMT, 4 Oktober 1988

e 2 Mewajibkan pengusaha PT, Boton Mogah Perkasa Setia membayarknn kg

Pada pekerja 1
8. Uang posangon 3 bln upah = 3 x 2,450 x 25 e K, 183.750,=

b. Uang ponggantian perumhan & pongobatan 15%
dari posangon = 15% x ~a1u|75°.- sscrsve = B, 27,562,5 -

Jumlah = K, 211,312,5,.

i L L ) e Ew Sy

( Dun rtus sobelas ribu tiga mtus dus belas Tupiah 1im sep)

III. Menolak tuntutan lainnys dard pekerja dan pongusaha,
IV, Putusan 4ni mengikat pekorja dan pongusaha,
v

« MewnJibknn pongusaha melnporkan Idontitas pekerjo yang diputusinn
Hubungan Korjanya kopada Kepala Kantor Wilayah Dep, Temaga Xexja
Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang,

VI, Pelaksanaan Koputusan 4ind dibawah pongawasan Kantor Dopartemet Ty

naga Kerja Kotamadya Ujung Pandang,

Demikinn diputuskan oloh Panitia Penyelosainn Porselisihar -
Perburuban Daermh Propinsi Sulawesi Selatan a4 Ujung Pandang Mo

tgl. 28 Januart 1988, kemudian Keputusan 4ni ditandn tangnd olex
Ketua dan Panitora,

Panitor, Kotua Pongganti,

ttd, ttd,
S AD MANDE

NIP, 1€1016216, NIF, 160002374,




KEPUTUSAN
PANITIA PENYTCLLUSATIAR PERSELISIHAN TERDURUHAN DAERAH
PROPINGI SULAWESI BELATAN DI UJUNG PAWDANG

— e e e ——

NOWOR t KEP,25/11/9/W,18/PHX/1980, !
TENTAIG PEHMUTUSAN HUDUNGAN KERJA,

.
— ¥

: 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Dopartomon Ten2ga Kerja Propinsi Sulawesi '’

b

2, Surat Kepaln Kantor Departcmen Tenzpa Kerje Kota Madyn Ujung Pandang ! -

- Bahwa Pengucahz permah mcnyodorkan surat pernyataan untuk ditanda ta-

Solatan No.D.D26/W,18/7/1908 tanggno} 19 Pebdruari 1988 perihal penyera

han persoalan Pemutusan Hubdbunsan Kerja/peroseclisihan hubungan industri
ol aon, Dorce Pontoan dan Darmwaty,

No,B,337/1,18/K.1/1987 tgl. 15 Mei 1987 perihal Permintaan pepanganan = |
perkara Pemutusan Hubungan Kerja an.Dorce Pontoon dan Darmawaty Peker
ja PT, Bina Swadoyas Ujung Pandang.

3. Surat dari Pclkerja atas nama Dorce Pontoan don Darmawaty tgl.15 April

1987 porihal tuntutan haok-hak Pekcerja sesuai ketentuan yang berlaku,

Bahwa Panitio Penyeleoninn Perselisihan Perburuhan Daserch Propinsi Sula
wosi Selntan di Ujung Pondang teloh menerima persoalan Pemutusan Hubung
an Kerja an, Dorce Pontoan alamit Jl. Nongineidi Lrg.17/74 dan Darmawaty
alamat J1,Andalas Lrg.126G/71 Ujung Pandang yang selanjutnya disebut PE .
KERJA dongan Pongustha PT,Bina Swadaya Cnbang Ujung Pandang alamat jalan .

8,Cerekang Ho.10 Telopon 5460 Ujung Pandang yang selanjutnya disebut EE
NGUSAHA,

Bahw»a' Pekerja mengajukan surat pengaducn kepada P:nitia Penyelesaian Per
selisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sulawssi Selatan di Ujung Panding
atas pemberhcntian bekorja/Pemutusan llubungan Kerja atas dirinyn dari Pe

ngusaha dan menuntut kepnda Pengusaha epnr hnk-hak Pekorja dibayarkan se .
sual ketentuan hukum yang berlanku, K :

Bahwa pih-k Pengustha tidnk mengajulkan terlebih dahulu permohoman 4zinm | .
Pemutusan Hubungan Kerja kopadn Panitia Daarah sesual ketentuan dan Jiwa Vo
Undang-Undang Ho, 12 Tabun 1964 Jo Undang-Undang No,22 Tahun 1957. ;

Bahwa Pekerjn telah momberikan ketoranzan dalam sidang sebagai berikut :
“~ Bahwa Pekerja bevar telah diderhontikan bokerja oleh Pongus:ha sejak -

S bulan April 1987.

"-\-.- Bohwa purnt pernyataan tertulis Tonguo:ha tgl, 3 Oktober 1987 perihal ,:
= kesediaan Pongus.ha monerima kombali Pekorja dan Pengus:hn merasa ¢4 ; !

dak pernah mémborhentikan Pokorja ndalah tidak benar oleh knrens pada | '
tgl. € Oktobor 1987 Pokorjo mendatangi Porupahaan Pongusaha untuk  be -
kerja sebagcimana binsanya ternyata Pokerja tidak diberikon penjelasan

apa-apa dan tidak diberi pokerjaan hanyn disuruh berdiri dimuka pinty
Kantor seaknn-akan disuruh jaga pintu,

ngani oleh Peliorja nkan totapi Pekerjn 4idnk monondatangani oleh kare
na isi surat pernyataan torsebut peakan-akan Pekorja telab melakukan—-
hal=hol yang tidak terpuji sohingnin Pekorjn momohon maaf yang sebesar
bosarya kepads Pimpinman Pengusaha,

= Bahwa Penguchha menuduh Peiorjo mrnggelapkson uang dan motor danm Peker
jn diajukan kcepihak Kepolicinn ternymta s~mpni dipihak yang borwajib/
Polisi, motor yang Pekorjo pakai zdalal Lenar motor dimas dan Pekerja
kembalikan ko Perusihaan, J3di persozlan metor dinas, sudah selesai -
dengan baik, Tuduhan Pengue ha tidak terbukti dan tidak bemar, i

= Bahwa Pengusaha monuduh monggelapknn unng, Pekorja tidak pornah mongam
bil ataupun monerima unng dari Perusnhaan/Pengusaha, ¢

- Dahwa mooa kerja Pokorja di Torusnhaan golamn 5 Tahun dan monerima ga
44/upah §,90,000,~ (Semdilan pulvh ri™u =ipiah) perbulan serta terk-
hir monorima paji pada bLulan Aprii 1307, x

- E:'Lh_'_g_ cc-a.-..-e----.-.l{z)

—
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- Bahwa Pcnau;:.-hu-mu nnindahﬁ:lpn P-ka::su 'lci.l't'i:'f‘i'ﬁ':‘i.bm lain yong meih
milik porusahaan PT.Dina Swiddya yaitu U.D,Gemini Alminius nkan teta
pi Pokorjn tidnk bersedin oleh karenn : .

1, Pimpinan U,D,Cemini Alminium adalah -detri dard Yangkdi 1odra Atmin/
~ Plopinan PT.Dina Swadoya jadi Bakal tidak’ bisa b=ik dengan istrinys.

2. Masa kerja di PT,Bina Swadaya tidak diporhitungi:‘zin di U,D,Comini AL
minium, e

Jv Tidok bersedin bokerjs karona tidek jelas borapa

< Gaji pokok
= Transport dan
- Uang mkan,

- Bahwa' Pekerja memohon kepsda Panitia Sidang P4-Daerah agar Pemutusan-
Hubungan Kerja Pekorja disclesaikan sésuai ketentuon yong berlaku,

N Bahwa pihak Pengusaha tidak psrnah memenuhi baik panggilan pegawai poran
tara yang telah dipanggil secara wajar ynitu panggilan I, tanggal 20 Ap
*ril 1987, pamgagilen II, g1, 27 April 1987, panggilan III tgl. 30 April
' 1987 mowpun-undangan-undangon sldang Panitin Daorah yaitu :
I.. Tgl. 30 Marot 1988 ..
II, Tgl. 13 April 1988
IIT. Tgl. 4 Mei 1988, tidak pernch dihadiri oleh pihok Fengusaha,

7+ = Bahwa pada tgl. 17 April 1988 Undangan dari Panitia Daerah tertanggal

. 30 Maret 1988 d~n undangan tgl., 13-4-1988 dikembalikan Pengusaha mele
lui SATPAM K~ntor.¥ilayah Departemen Tennga Kerja Prop.Sul-Sel. di Ko,
12 Ujung Pafdang,

6 : Bahwa terhadap perooalan tersobut diatas Panitis Daerah metslah meneldts
berkas yang adn mupun keterangan-koterangan yang diutarakan Pekerja da

D lam sidang I,II dan III namun tanpa hadirnya Pengusaha berpendapat seba
h*% gai berikut 1

¥\ Bahwa persoalan ini disidangkan oleh Panitin Dnerah oloh karena ntas‘

5| pengaduan dnri pihnk Pekerja yang telah diberhentikan oleh Penguszha
g‘. 2|; diperusahaan, s
x

=/~ Dahwa Pengusnha tidak mengajukan terlebih dahulu permohonan izin Pemu
nyé" i tusan Hubungan Kerja sesuai isi dan jiwn Undang=Undang No, 12 Tzhun
1964 jo Undang-Undang No, 22 Tahun 1957,

= Bahwa Panitia Daernh telnh berupaya molaksanzkan sidang I,II dan III
namun pihak Pengus-ha tidak pernah menghirauksn undangan sid~ng Pani-
tia Daerah Ujung Pand<ng malahan undangan sideng dikembalikan melalui
SATPAM Kantor Wilayah Departemen Tenagn Kerja Prop.Sul-Sel, di Ujung=-
Pandang. Bahwa ketidak hadiran pihak Pengushha dzlam persidangnn Pani
tic Daerah od~1th kolemihan Pongueaha sendiri untuk tidak mongemukakan
data-data lengkap nwmun telah dipanggil/diundang secara wajar oleh ker:
rena itu permnonlahan ini harus diseles:iknn dengan baik sehingga Pa
nitis Daerah menjambil keputusan tanpa hadirnya Pengusaha (Perstex).

. = Bahwn Hubungan Kerja oudan sulit untuk dilanjutkan lagil sehinkga Pani
tin Daerah dapnt menyataksn hubungan kerjn torputus terhitung culai -
akhir April 1907 dengan kotentuan Pengus:ha dibebani untuk meabayar -
uang pesangon dan jasa sosial ketentuan yang nda,

= Bahwa dnlam mongambil kepuiusan menimbang Becuctu doagan mengingat hu
. kum, perjanjian yzng ada, kebiasaan, keadilan dan kopentingan Negara,

~ Bahwa berdasarknn pertimbanjan dan peddpat torsebut diatas Panitia Da
erah momutuokan scperti tercantum dnlam amar Putusan didawah ini,

ur Undang = Undang No., 12 Tahun 1964 Jjo
Undang = Undang Ne. 22 Tahun 1357 3

MEMUTUSKAN ,........(3).
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NEMUTUSKAN

I. Menyatakan hubungen kerja Putus antara Pekorja atae nnma Dores Pontn:
alnmat Jl.Mongineidi Lrg.17/74 dan Dormawaty nlamat J1,Andalns Lrg.”
.G/71 Ujung Pandang dengan Pengusnha PT,Binn Swadaya alamt J1,8, Col:
du No,10 Telepon 5460 Ujung Pandang terhitung mulai akhir April 1987

II, Mewnjidkan kopnda Pengusnha PT, Bina S8wadnya untuk membayarkon kepnd:

1. DORCE PONTOAN Sbb 3

a, Uﬂns posangon 3 bulan x wl m.m.- Pesee = ..275.0@.-
2, U&l‘ls Jasa 1 bwWlan x K. 90.0'00,- sscese = R, wlooo.-
e e !ujﬂn‘u perumahan 1“ x ~.36‘°|°°°"' esssss = Ry, 36.0&.-
4. Tunjangan pongodatan 5 % x K,360,000,« ,,.... = K, 18,000,~

" Jumlah .= 4,414,000, -

EEsrFEsEEEEE.-

( Baopat ratus empat belas ribu rupiamh ),
2. DARMAWATY Sbb 1

1- Uﬂn& p.!‘.xm_’.on 3 man xh. 90-000.- dnenn - baz?ooow.-
2, Uang Jasa 1 bulan x Wy, 90.000.- eeves =Rl 90,000, ~
3. Tunjangan perumihan 10% x §,360,000,- ,..,.. = K, 36,000,-
4. Tunjangon pengodatan 5 % x §,360,000,- ,..,. = K, 18,000,-

—-.

Jumlah = K,414,000,-

( Bmpat ratus empat belas ridu rupiah ),

III, Menolak tuntutan leinnya baik dari Pekerja maupun Pengusaha.
IV, Mewajibkan kopadn Pengusaha untuk melaporkan.identitas Pekerja yang

bersangkuton kepada Kepala Kaontor Wilayah Departemen Tenaga Kerja -
Propinsi Sulawesi Selntan di Ujung Pandrng,

Pelaksanaan Putusan ini dalam pengawasan Knntor Departemen Tenaga -
‘K'rjn Kota M:dyn Ujung Pandang,

VI. Putusan ini pengikat baik Pengusaha mupun Pekerja,

Demikion di Putuckan oleh Panitia Penyelosaian Perselisihan Pe:
buruhan Daerah Propinei Sulawesi Selatan di Ujung Pandang dalam Sida:

nya, Tgl. 04 Mci 1988 kemudian putusan ini ditanda tangani oleh Ketu:
dan Panitera.

PANITIA PENYELESATAN PERSELISIHAE
PERBURUHAN DAERAH PROPINSI SULAWESI S8RLATAL

"Panitera, Ketua Pengganti,
N m.? ttd:
( MARTHA LEBANG, SH )  ( ALD.HMAKDEY )
NIP, :160018848,~ NIP, 1160002374,~
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PANITIA PENYELESAIAY PLUSLISIUAN i'Z0LauMe: DATAL
PROPINSI SULANISI SRLAZ. DI UJU.IG PAIDANG

NOMOR : VWIT, 2£/9€,/3/0, %43,/ Tuv.) =

- " R

TENTANG I IiGRAI_HUDITIOAN KERJA,

l t 1. Surat Kepola Kantor Dopnrtecnn Tenage Kerla Kota Madya Ujung Pandeng
. No.B, 1450/, 18/K,1/1963 tzl. 47 Yebruari 1720 rerihal penyerahan ko
| pada Kentor Wilayah Departecen Toracs Korje pnroocalan Pémutusan Hubu
! ngan Kerja (PIXX) an. Sarcps, Abbes dan Immau Pokorja Toko Meubel Mak
mur Ujung Pandans,

2, Surat Xopala Kantor Tileyah Dopartoemen Tenaga Kerje Propinsi Sulawe
51 Selatan Ho.B,1447/W,10/7/198 “gl, 28 Marct 1930 porihal Penyera
han kepade P4-Dgorah porooalan Pemutuain Hubungan Kerja an.S a m p o,
E Abbas dan Imron Pekerja Toko Meubol M~izur Ujung Pandang,

il Panitia Penyelesaian Ierselisihan Perburihan Daerah Propinsi Sulawesi -
Selatan 41 Ujung Pandang telah monerira percoanlan Peputusan Hubungan -
Kerja antara Sd-, Sarre, Atbos éap T=vs-, colnniutnya disebut PEKERJA de
ngan Toko Meubel XNakmur Ujung Panlung molanjuiaya disebut PENGUSAHA,

% : Bahwa Pongusahs “clah memberiknn kote=ansan antara lain sobagai berikut:

. 8. Bahwa pada akhir-gkhir 4ni Pencucahia 42dak nazpu zolanjutkan wsahany:
%'t_. mengingast kerugina yang torus mors-ur dialaminya. Untuk mengatasi ha.
; "1_ itu Pengussabia torpakeca zuruisy usianiygn dan rumhnya digadaikan untuk
b +% menutupi ctnzg-utangora,

3 Bahwa yarg bervangkutan adalah Peke=:n harian lopas dan mereka beker
D/ Ja kalau ada pokerjzan rzar 444ck teTix euaovus, Akhir-akhir ini  Pe
kerja miwuk bokerjs dvn hars riiv 1a.,. . ‘="aqg satu minggu,
Untuk muleparkar Tehermfa terzebu4, Pas-issin Ler=sedin memberikan ke
pada 3 (tigr) Fel~rja wang piosh waY.. retisnaye cejumlah ®. 400,000,
% : Bahwa Peke ~ja telah memboritan ketevrnngar tafira lain sebagai berikut :
Pekerja triah bekeris di Jnruz~hi:z ¢
8, a. Meea Kerjo Samoo 10 4ahun d2micy vurl e -0, a/hard,
b. Me:sa Korja Atbaz 13 Tzakuna €apgor upoah coatie 30, m/hari,
¢ Maca Kerja lmran 14 Talna dengan w3 7, 70000 =/hart,
2. Pekerja memint: tuzfangan Petuluasr ¥orynes, Lurja kepada Pengusaha
sesus i dengon Jnnpaddinrnya,
3. Perumthaan dAizitvp karerno gomauny ot Le siadivd dengan alaran -
bahwii hanil swoap telel €isere’sa celama p~tinthaan, aktip sudah 1le
bih dard cuky; ntuk sezhis gL RICwp Tangusiska,

4. Pengusaha akau wernyernaiiza usaheuyra ¥akidnug loin dan Pengusaha okan
pindah ke Pul'u Jawa, ¥ unmk jinm 42405+ .41 serizzhaon sudah di Kontra

kan kopada o:=o= 32ae o ubIl Tl te Ln p o beep A4bpeld sudah di
Junl,

% : Bahwa Pt-Daerah criclah ira 1241 suzian Faug “ein/tersadia dan mendangar
kan koturafzon=ke trrangan Lo g im0 el Sipad sabaest  pe
rikut :

1. "Hubungar kerja auileh e pds 4ilaipusens eonsiigmt oty r2rusahaan su-

dah uieabul »loh Lauseatd yong miven

2. Perunahoan t:7esbut ddtutip clah brsene Terssmgahonsa 4elnh men’nroal
dunis dan untvk menosuckar anzhnss Serpell” dt'e'aei=s sleh &nda ¢
marhum Pongusihe, Sedelan Cowtntihe serdares o a0l 20 by Lassebut -
mengnlnoml kerupl-n ferus moenTusn,

3. Mongingat usaha tersalet poly ARcioelgi e coi -, L ‘erus meneruo dan
mobil Pongueaha telah ' juci. Deeltttn jioea iz 4copat melanjutkan
usahanya tel~nh <irzailne

. :_,j.'-f.‘a YIEEr -.-.-ooan.-..(z)-
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Propinsi SBulawvesi Selatan d{ Ujung Pandang

Nomor t KEP, 3/60/6/¥.18/PRK/1989,
TENTANC PEIIUTUSAH JIUBUNGAN KERJA

7. Surat Kepala Kanter Wilayah Départemen Tenaga Kerja Propinai
Sulawesi Selatan No., B,5788/W.18/7/1988 tgl., € Duon‘borﬁ%&
perihal penyerahan persocalan Pemutusan Eubungan Kerja an.Ran
da Pekerja Restaurant Mirama Ujung Pandang, '

2, Surat Kepala Mantor Dogutuen Tenagn Kerja Kotamadya Ujung
Pandang No, B.1132/W,18/K.1/1988 tgl. 21 September 1988 peri
hal penyorahan persoalan Pemutusan Hubungan Kerja an, Randa
Pekerja Restaurant Mirama Ujung Pandang,

Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ° Pro
pinoi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang telah menerima persocals
an Pemutusan Hubungan Kerja antara 54r, Randa selanjutnya dise
but Pekerja, dengan RestaurAnt Mirasma Jln, Gunang latimojong
lo. 18 Ujung Pandang selanjutnya disebut Pengusahe,

t Bahwa Pengusaha telah memberikan keterangan antara lain sebagai
berikut :

, Pekerja diberhentikan dari pekerjaannya karena kalau dinase-
\hoti sering marah-marah dan melawan, padahal Pekerja sering
aloh melaksanakan tugasnya sebagal tukang masak antara lain

ring wemasak banyak makanan jika sedikit pesanan.

Bahwa hubungan kerja Pekerja sering terputus kemudian minta-
bekerja lagl dan Pengusaha menerimanya sebagal pekerja baru,

3+ Maca kerja yang terakhir Lurang deri 3 tahun,
Bahwa Pekerja memberilan ketcrangan antara lain sebagai berikut

1« Nama tRANDA
Upah : & 50,000,~ / bulan
Hasa kerja seluruhnya t + 5 Tahun
Alaemat : Tln, A, Pangerang Petta Rani VIII/27

Ujung Pandang,

2. Pengusaha memarahi Pekerja dan Pekerja mengatakan kepada Pe
ngusaha kalau mau diberhentikan Pekerja-diberhentikan =aja
dan dijavab cleh nona Kalau sudah tidak senang bekerja kelu
ar saja, ’

3. Pekerja meraca diberhentikan oleh Pengusaha karena Pengusaha
tidak memberikan kesempatan bekerja lagi,
Pekerja menuntut uang pesangon sejumlah R, 300,000,- ditem -
bah dengan uang lembur,
: Bahwa Pegawal Perantara lomnnsknn.antua Aain :

Bahwa Pekerja diberhentikan olech Pengucaha untuk itu berdak =
mendapat uang pesangon tanpa uang Jjasa,

: Dahwa Pt Daerah setelah meneliti berkas yung tersedia dan men
dengarkan keterangan dari Pekerja dan Pengusaha berpendapat :
1. Bahwo Illubungen kerja sulit dilanjutkan karenz keduanys tidak

hasmonie lagi.
2. Hubungan lerja pernah terputus dan yang terakhir masa kerja
nya kurang dari 3 (tiga) tahun,

3, Tuntutan Pekerje sebanyak & fge 300,000,- (Tige rutus ribu ru

sangon cesuai masa kerja terakhir dan pengganti cuti ta
:ﬁn?n yagg dibayarkan dapat dipertimbangkan, .
bang sesuatu=-
. Bahwa P4 Dacrah dalea nengambil Keputusan menio
¢ 2::15“ pengingat Hukum, perjanjien yang ada, kebiasoan, kea-
dilan dan Kepentingan legara. NENGINOAT ooeooeeecee(2)e

L

Sering penasak sedikit makanan jika banyak pesanan atau se .

piah) dan lembur belua dapat dipertimbangkan tetapi pembori- .

d
o

e

s
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* Undang - undang o, 12 Tahun 1964 4o,

Undang - undang Np, 22 Tahun 1957 {

HENMUTUS KA N

1. Henyatokan hubungan kerja antara DPeugusaha Restaurant Mirasza
Ujung Pandang dengan Pekerja an, Randa Putus terhitung mnlag
tanggal Akhir Jguli 1988, ’

2. llewajibkan Pengusaha tembayarkan kepada Pekerja uang pesangon

> (tizﬂj_bl-llan upah x Pae ’-10.000.- trervsnsccee Ry, 120.0&.-
Uang pengganti eutd torakhir 1/2 x #.40.000,~ py, 20,000, -

in - lain .-o---.oo-oo-oct-oaoooo.-o-ooo-noo 'Po 18.0“).-
JumIan Re 156,000,<-
( Seratus lima puluh ddnpcm ribu Tupish J. ETE==sscsse=a

3« Menolak tuntutan lainnya dari Pekerja dan Pengusaha,
« Keputusan ini mengijat Pengusaha dan Pekerja.

5« Pelaksanaan Keputusan ini dibawah pengavasan Kandepnaker Ko
tamadya Ujung Pandang,

G. Mewajibkan Ponsusaha segera nelaporkan Identitas Pekerja ke

rada Kepala Kantor Vilayah Departemen Tenaga Kerja Propinei- -

Sulawesi Selatan di Ujung Pandang,

diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisii

Demikian
an Perburuhan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang
dalam sidangnys pada tanggal 27 Desember 1988, kemudian Keputus
an ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera,

PANITIA PINYELESAIAN PERSELISINAN

PERBURVEAN DAVRAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Panitera, Ketua Pengganti,
ttd. - ttd.
MUH,HTUSAIN APPE,SH AD, HMANDE X
NIP. 160016216, NIP, 160002374,

Salinan yang sama bunyinya @

SINELIESAIAY PLRSELISIHAN
TRA PROPINSI SULAWEST SELATAN

B2




